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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Tabel 0. 1
Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh kadanha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
0 Ra R Er
J Zai 4 Zet
o Sin S Es
8= Syin Sy esdanye
U= Sad $ es (dengan titik di bawah)

Xi




U= Dad d de (dengan titik di bawah)
8 Ta t te (denganttitik di bawah)
L Za z zet (dengantitik di bawah)
& “ain ) koma terbalik (di atas)
& Gain G Ge
— Fa F Ef
Qaf Q Ki
4 Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
U Nun N En
3 Wau \W We
2 Ha H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
I Ya Y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2
Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
: Fathah A A
- Kasrah I I
: Dammah U U
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2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3
Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

e Fathahdanya Al adanu
. Fathah danwau Au adanu
Contoh:

- X kataba

- J2 faala

- Ji suila

- &X' kaifa

- Js» haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4
Transliterasi Maddah
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

s Fathahdanalif atauya A a dangaris di atas
S Kasrahdanya I i dangaris di atas
) Dammah danwau U u dangaris di atas
Contoh:

-oda qala

- () rama

- Je qila
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- Uﬁa yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutahhidup
Ta’ marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JukYI 4% ) raudah al-atfal/raudahtul atfal

2. aisfihee -8
- °)j433\‘\-\:’9-°3‘al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

_dalb tathan

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- d)—\ nazzala

- 50 albinr

F. Kata Sandang
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu Jl, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.
2. Katasandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

- 355 arrajuly

~ A& argalamu

_ Gl asy-syamsu

- 09ED ajaal
G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

11 8a
- Al tp’khuzu
2w

- (s sgyal'un
2 0%
- &3 an-nau’u
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H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:
- u:‘gj‘)l\ A 56 A CJ‘ 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-
raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- los 5 Wl oas 4 e-w-i Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
- Gl Gy d sl Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
- e&éj)l\ gﬂéf)n Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahtim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:
- ?—‘AJ 3};‘: l Allaahu gaftirun rahim
- e O3V A Lillahi  al-amru  jamtan/Lillahil-amru
jamT an
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ABSTRAK

Zarwaki, Zarwaki , 2022.Implementasi Pasal 40 Huruf C KHI Tentang
Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono
Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang).Tesis, Program
Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik lbrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj.
Tutik Hamidah.,M.Ag. (11) Dr. Supriyadi.,MH.

Kata kunci :Implementasi, Pasal 40 Huruf C, Pernikahan Beda Agama

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai
landasan perkajian beda agama adalah Pasal 2 Ayat (1) yang didalamnya
berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan didalam Pasal 8 Huruf F
tentang perkawinan dilarang antara dua orang. Dalam pasal ini berbunyi :
Memiliki hubungan yang berdasarkan agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
kawin dilarang. Pasal 40 Huruf C Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Dilarang
melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena
keadaan tertentu (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis
empiris dengan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu penulis melakukan
penelitian langsung ke lahan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. yang
sifatnya kualitatif. Data primer merupakan data hasil wawancara yaitu pihak
Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, dan tokoh agama (islam). Data
penelitian sekunder ini adalah data dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan
penelitian yaitu: Beberapa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan
nikah beda agama yang sekiranya nanti penulis perlukan untuk melengkapi data
dalam penelitian penulis ini. Artikel, Literatur, dan jurnal-jurnal terkait lainnya.

Adapun hasil peneltian mengungkapkan bahwa pernikahan beda agama
yang terjadi di Desa Suwaru dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri
Kepanjen, apabila pernikahan itu tidak melalui penetapan hakim dan tidak tercatat
di Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pernikahan
tersebut tidak sah menurut aturan perundang-undangan di Indonesia,Sebagai
hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam Pasal 40 Huruf C
dan Pasal 44 menyatakan dilarang menikah beda agama, akan tetapi dalam
penerapan kedua Pasal tersebut sebagai aturan larangan nikah beda agama tidak
terealisasi dengan baik.
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ABSTRACT

Zarwaki, Zarwaki, 2022. Implementation of Article 40 Letter C KHI Concerning
Interfaith Marriage According to Soerjono Soekanto's Theory of Legal
Effectiveness (Study in Suwaru Village, Malang Regency). Thesis, Al-
Ahwal Al-Syakhsiyyah Master's Study Program Postgraduate Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University Malang , Supervisor: (1) Prof. Dr.
Hj. Tutik Hamidah., M.Ag. (1) Dr. Supriyadi., MH.

Keywords: Implementation, Article 40 Letter C, Interfaith Marriage

In Law no. 1 of 1974, the article used as the basis for the study of different
religions is Article 2 Paragraph (1) which reads: Marriage is valid if it is carried
out according to the laws of each religion and belief. Meanwhile, in Article 8
Letter F, marriage is prohibited between two people. This article states: Having a
relationship based on one's religion or other applicable regulations, marriage is
prohibited. Article 40 Letter C of the Compilation of Islamic Law states: It is
prohibited to carry out a marriage between a man and a woman due to certain
circumstances (c) A woman who is not Muslim.

The method used in this research is empirical juridical with a type of field
research, namely the author conducts research directly on the land to obtain and
collect data. which is qualitative in nature. Primary data is data from interviews,
namely the District Court, the Office of Religious Affairs, and religious (Islamic)
figures. This secondary research data is data in the form of documents related to
research, namely: Several laws or regulations relating to interfaith marriages
which the author may need later to complete the data in this author's research.
Articles, Literature and other related journals.

The results of the research reveal that interfaith marriages that occur in
Suwaru Village, in the view of the Kepanjen District Court Judge, if the marriage
does not go through a judge's decision and is not registered at the Population
Administration and Civil Registry Office, then the marriage is invalid according
to the laws and regulations in Indonesia. , As a positive law, namely the
Compilation of Islamic Law, which in Article 40 Letter C and Article 44 states
that it is prohibited to marry people of different religions, however, in the
application of these two articles as regulations prohibiting marriages of different
religions, it is not well realized.
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PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan
di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya
antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat
masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu
agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan
adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang
berbeda.

Keadaan dan kondisi di suatu daerah akan turut mempengaruhi pengaturan
hukum (perkawinan). Misalnya di negara indonesia, bangsa yang plural dan
heterogen. Pluralitas dibidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang
diakui sah di indonesia. Selain Islam, ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik,
dan lain-lain.?

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai
landasan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 Ayat (1) yang didalamnya
berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan didalam Pasal 8 Huruf F
tentang perkawinan dilarang antara dua orang. Dalam pasal ini berbunyi
:Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,

dilarang kawin. Artinya dalam Pasal 8 Huruf F ini dapat kita artikan bahwa setiap

1 M.Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang
Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: Inis, 1993),11.



individu yang masih terikat dengan aturan agama yang mereka anut terkait dengan
aturan perkawinan, maka mereka harus tunduk dengan aturan yang ada dalam
agama yang mereka pilih.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 secara
eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan
wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40
Huruf C KHI menyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang
pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang
bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang wanita
yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c) seorang wanita yang
tidak beragama Islam.?

Di negara Republik Indonesia yang dijadikan landasan sebagai boleh atau
tidak untuk melakukan pernikah beda agama yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun
1974. untuk pasal yang dijadikan boleh atau tidak untuk melaksanakan
perkawinan beda agama yaitu Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : Perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya. sedangkan jika mengacu pada Pasal 8 Huruf F itu menekankan
pada larangan tentang perkawinan. Berbeda hal nya dengan KHI yang secara
tegas menekankan bahwa pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan,
sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 tentang
perkawinan bedaagama.

Baru-baru ini kita kembali di hebohkan di jagat maya beredar sebuah fhoto

yang memperlihatkan pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, yang mana

2 Kutbuddin Aibak, Kajiab Figh Kontemporer (Tulungagung: Kalimedia, 2017), 43.



diantara keduanya melansungkan akad pernikahan beda agama, dikutip dari
Kompas.com, yang mana proses akad dilakukan disalah satu hotel Kota Semarang
yang bertepatan pada hari Sabtu Tanggal 5 Maret Tahun 2022, dan dilanjutkan
proses pemberkatan di Greja St Igantius Krapyak. Tentu yang menjadi polemik di
antara pernikahan tersebut adalah mengenai pasangan yang menikah beda agama,
dengan mempelai wanita yang beragama Islam dan mempelai laki-laki beragama
Non-Islam.® Melihat fenomena tersebut sebenaranya udah hal biasa terjadi, seperti
yang terjadi di Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, yang
mana kasus ini pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, dalam informasi data yang
penulis temukan dilapangan pada saat berkunjung di Desa Suwaru peneliti
mendapatkan informasi bahwa, adapun Kasus yang terkait dengan penelitian yang
penulis lakukan yakni tentang pernikahan beda agama, di desa setempat pelaku
yang melakukan nikah beda agama berjumlah untuk sementara berjumlah 6 kasus.
Melihat dari kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang hususnya, yang mana mayoritas dari
penduduk Kabupaten Malang adalah beragama islam. Tentu hal ini menjadi
polemik didalam ranah hukum terkait dengan nikah beda agama ini.

Seprti halnya pendapat para ahli hukum mengenai nikah beda agama
mengatakan wanita muslim tidak halal baginya untuk menikah dengan laki-laki
yang bukan muslim, baik itu ahli kitab, musyrik. nasrani hindu atau beragama
lainnya selain islam, karena didalam islam sendiri seorang laki-laki mempunyai
hak kepemimpinan bagi istri dan wajib taat padanya, maka tidak boleh bagi

seorang musyrik atau kafir untuk menguasai seorang wanita muslimah, Ash-

3 “Fhoto Pemikahan Beda Agama di Kota Semarang Viral di Media Sosial”,
https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/173048978/foto -pernikahan-beda-agama-di-kota-
semarang-viral-di-media-sosial?page=all, diakses tanggal 31 Maret 2022.


https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/173048978/foto-pernikahan-beda-agama-di-kota-semarang-viral-di-media-sosial?page=all
https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/173048978/foto-pernikahan-beda-agama-di-kota-semarang-viral-di-media-sosial?page=all

Shabuni menyatakan haramnya seorang laki-laki menikahi wanita non-muslim
berdasarkan Firman Allah SWT “ dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”, itu menunjukkan diharamkan
menikahi perempuan kafir/musyrik. Dan ayat tersebut sama dengan ayat Qs.al-
Baqarah:221. Yang artinya dari ayat tersebut adalah “janganlah kamu menikah
dengan perempuan-perempuan musyrik, kecuali mereka telah beriman™.

Mengenai hukum boleh atau tidaknya untuk melakukan pernikahan beda
agama itupun sudah diputuskan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam
musyawarah nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 jumadil akhir 1426H,/ 26-29
juni 2005M. dengan nomor putusan: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, dengan
menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Dan juga di dalam KHI itu sudah jelas hukumnya dan melarang akan
pernikahan beda agama itu sendiri. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 40
Huruf C dan Pasal 44. Hanya saja yang menjadi perantara boleh untuk melakukan
pernikahan beda agama di indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan di
Indonesia, yang termaktub pada Pasal 2 Ayat (1).

Dari kasus tersebut, tentu muncul pertanyaan-pertanyaan dari penulis,
dalam penerapan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama yang
telah di tetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang perkawinan dan KHI
sudah berjalan dengan efektif atau belum, sihingga masih banyak kalangan dari
warga masyarakat yang beragama islam melangsungkan pernikahan dengan
seoarang yang Non-Muslim, sebagai penegak hukum tentu landasan dalam

membuat keputusan terhadap nikah beda agama khusunya yang beragama islam,

4 Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Malang, Pendidikan Islam
Transformasi Membentuk Pribadi Berkarakter (Malang: Dream Litera, 2018), 100.



tentu mereka faham betul mengenai larangan nikah beda agama itu sendiri,
dengan dibuat dan ditetapkan seuatu peraturan tentu bertujuan kemaslahatan umat.
Dilihat dari ke efektifitasan hukum dan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan
pemerintah apakah sudah berjalan dengan efektif yang sesuai dengan peraturan
yang telah di tetapkan atau belum.

Melihat dari kasus pernikahan beda agama yang pernah terjadi di Desa
Suwaru Kecematan Pegalaran Kabupaten Malang,maka di sini penulis ingin
mengangkat Judul Tesis penulis dengan tema “Implementasi Pasal 40 Huruf C
KHI Tertang Pernikahan beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono
Soekanto Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang. yang mana adanya peraturan
itu untuk ditaati, bukan untuk diingkari. Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto itu seperti apa.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, disini
penulis akan memfokuskan beberapa permasalahan yang akan penulis sebutkan di
bawah ini, di antaranya:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang
terhadap pernikahan bedaagama yang terjadi di Desa Suwaru?
2. Bagaimana implementasi pasal 40 KHI Huruf C mengenai pernikahan

bedaagama, ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan

rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas di antaranya:



1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri
Kabupaten Malang terhadap masyarakat yang masih saja melakukan
pernikahan beda agama, hususnya di Desa Suwaru Kecamatan Pegalaran
Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui mengenai peraturan pernikahan beda agama yang telah
di tetapkan dalam KHI, ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono

Soekanto apakah sudah efektif atau belum.

D. Manfaat Penelitian
Dalam tulisan ini penulis berharap akan memberikan pemahaman baru
terhadap pembaca khususnya bagi penulis terhadap kasus yang seharusnya tidak
dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah.
1. Manfaat secera teoritis.

a. Dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru terhadap
faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan beda agama di Desa
Suwaru masih saja bisa dilakukan.

b. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat terhadap warga
masyarakat, tentunnya bermanfaat untuk penulis, sehingga apa yang
telah penulis sampaikan dalam tulisan ini, bisa menjadi acuan bagi
praktisi hukum dalam penelitian selanjutnya, mengenai pernikahan
nikah bedaagama.

2. Manfaat secara praktis.

a. Dalam tulisan ini nantinya, diharapkan dapat menambah wawasan baru

bagi pembaca dan penulis, sehingga paham betul bahwa pernikahan

beda agama itu telah dilarang oleh syariat, karena, demi menjaga



kesakralan hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh agama
yang di anut.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi pemahaman baru terhadap penulis
dan pembaca, mengenai faktor ketidak efektifannya hukum nikah beda

agama yang ditinjau dari teorinya Soerjono Soekanto.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menjadikan pembeda dalam keorisinalitas dalam penelitian ini,
maka disini penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kesamaan
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga bisa menjadi pembeda
dengan apa yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis akan
memaparkan terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh

peneliti sebelumnya yang mana di antaranya sebagai berikut:

1) Penelitian yang memperbolehkan nikah beda agama
a. Penelitian pertama, yang mana penelitian ini dilakukan oleh Nova
Effenty Muhammad dalam Jurnal Al-Mizan yang berjudul “ Realitas
Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah” dalam
penelitian yang dilakukan oleh Nova Effenty Muhammad ia
memfokuskan kajian pada pasangan nikah beda agama bisa menjadi
keluarga bahagia, yang mana secara khusus nya dalam penelitian yang
dilakukan nya ini mengenai konsep keluarga bahagia menurut
pasangan nikah beda agama, bagaimana mengelola konflik keluarga
pada penikahan beda agama untuk mendapatkan keluarga yang
bahagia. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Effenty

Muhammad dia menggunkan motode analisis kualitatif dengan



pendekatan Hukum Islam, Konteks Sosiologi dan Psikologi, dengan
cara penggumpulan data Observasi, wawancara dan dokumen.

Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan hasil bahwa
agama bukanlah faktor utama dalam keluarga bahagia kerana pernikahan
beda agama bisa menjadi keluarga bahagia, dan kekhawatiran Ulama
bahwa pasangan beda agama tidak bisa menjadi keluarga bahagia tidak
terjadi. Kontribusi penelitian yang dilakukannya sebagai antitesi menurut
para ulama tentang pernikahan beda agama, bahwa kebahagiaan tidak
berkorelasi dengan agama®.

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Effenty Muhammad tentu
memiliki sekilas persamaan, yang mana persamaanya ada kaitan dengan
nikah beda agama, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Nova
Effenty Muhammad ini hanya memfokuskan kajian pada keharmonisan
rumah tangga bahagia dalam pernikahan beda agama, dan yang
menjadikan pembeda dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini
adalah terfokus pada penyebab peraturan atas larangan pernikahan beda
agama dalam pasal 40 KHI di Indonesia khususnya yang mayoritas
beragama islam, masih saja melanggar aturan KHI tersebut. Dan penelitian
yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan pendekatan Teori
Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian sebelumnya
tidak menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

b. Pada penelitian yang kedua ini yang telah dipublishkan dalam jurnal

preferensi hukum. jurnal ini ditulis oleh “Made Widya Sekarbuana, Ida

SMuhammad, Nova Effenty. "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga
Sakinah." JurnalAl-Mizan, 16. 2 (2020), 273-298.



Ayu Putu Widiawati, | Wayan Arthanaya”. Yang berjudul “Perkawinan
Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”
dalam jurnal artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan
perkaiwnan beda agama di Indonesia dan menjelaskan konsekuensi
logis perkawinan beda agama ditinjau dari persepektif hak asasi
manusia, pada saat pengumpulan data mereka menggunakan metode
penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan
hukum primer dan sekunder.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Widya
Sekarbuana dkk. Menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan belum
memberikan kepastian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan
beda agama, masih terdapat kekaburan norma mengenai perkawinan beda
agama dan konflik norma mengenai sahnya perkawinan dengan kebebasan
memeluk agama, selanjutnya perkawinan beda agama dinilai diskriminatif,
karena agama merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang
dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya, maka fenomena
tersebut menimbulkan konsekuensi bagi salah satu pihak dengan
menundukan diri mengikuti agama pasangannya®.

Pada penelitian yang akan penulis lakukan tentu sedikit ada
persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Widya
Sekarbuana, lda Ayu Putu Widiawati, | Wayan Arthanaya. Yang mana
penelitian yang dilakukan sama-sama membahas mengenai pernikahan

beda agama, hanya saja yang menjadi pembeda dengan penelitian yang

6 Made Widya Sekarbuana dkk, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia di Indonesia,” Jurnal Preferensi Hukum, 2 (2021), 16-21.
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akan penulis lakukan dimana penelitiansebelumnya ini memfokuskan

kajian pada pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan

menjelaskan konsekuensi logis perkawinan beda agama ditinjau dari

persepektif hak asasi manusia, jadi bukan mengkaji mengenai pasal 40

KHI yang secera tegas mangatakan bahwa dilarang untuk melakukan

perikahan beda agama. Jadi penelitian yang akan penulis lakukan yaitu

implementasian KHI Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama
yang masih ada saja yang melansungkan pernikahan beda agama. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan

perspektif Hak Asasi Manusia.

c. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh “Ana Lela F. CH, Ken Ismi
Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah” dengan judul penelitian
“Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama:
Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember”. Dalam penelitian ini
mereka memfokuskan tiga kajian dengan mengangkat konsep
perkawinan beda agama sebagai harmonisasi umat beragama, diantara
fokus penelitiannya yaitu: pertama, bagaimana konsep perkawinan
beda agama, kedua, bagimana konsep perkawinan beda agama di
dalam hukum indonesia, dan ketiga bagaimana praktek perkawinan
beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi umat
beragama. metode yang digunakan yaitu konten analisissebagai upaya
membaca konsep perkawinan beda agama dalam hukum islam, dan

hukum yang ada di indonesia, sedangkan pendekatan yang digunakan
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yaitu pemdekatan fenomenologi. Itu digunakan sebagai metode untuk
melihat praktek perkawinan beda agama di Kota Jember.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yang
memfokuskan tiga kajian diatas dan hasilnya yaitu: pertama adanya
konsep perkawinan beda agama, kedua adanya wilayah cacatan sipil yang
memperbolehkan kawin beda agama, dan yang ketiga harmonisasi praktek
perkawinan beda agama di Kota Jember’.

Dalam penelitian selanjutnya yang akan penulis lakukan tentu ada
sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya,
persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian
sebelumnya sama-sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama,
hanya saja yang menjadi titik pembeda dengan penelitian sebelumnya itu
mengkaji konsep perkawinan beda agama, kedua, bagimana konsep
perkawinan beda agama di dalam hukum indonesia, dan ketiga bagaimana
praktek perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya
harmonisasi umat beragama. Sedangkan penelitian penulis ini yaitu
mengkaji faktor dan penyebab Pasal 40 KHI Huruf C masih saja dilakukan
oleh orang-orang islam, dengan menggunakan pendekatan Teori
Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

d. Pada artikel selanjutnya yang ditulis oleh “Patrick Humbertus” yang
mengangkat tema penelitiannya adalah “Fenomena Perkawinan Beda
Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dengan

fokus kajian pada penelitiannnya ini yiatu mengenai perkawinan beda

7 Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi’ah,” Fikih Perkawinan
Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember”
Vol. 4,1 (Fikrah: Jurnal llmu Agidah dan Studi Keagamaan,2016),117-137.
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agama di Indonesia karena latar belakang suku dan agama masyarakat
yang beragam serta kebutuhan untuk menjalin hubungan perkawinan
yang bisa terjadi melalui perkawinan campur. Metode yang digunakan
oleh penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan tujuan untuk melihat
inkonsistensi antara peruaturan hukum dengan fenomena sosial di
masyarakat.

Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Patrick Humbertus
menunjukkan bahwa terjadi pertentangan hukum dalam UU 1/1974
Tentang Perkawinan dan juga antara UU Perkawinan dengan UU 39/1999
Tentang HAM. Kekurangan yang ada pada UU Perkawinan tersebut
menimbulkan  penyelundupan hukum berupa upaya untuk tetap
melangsungkan perkwinan beda agama di luar negeri dan merubah kolom
agama di Kartu Tanda Penduduk®.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Patrick
Humbertus tentu ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang
akan penulis lakukan selanjunya. Persamaan dengan penelitian penulis
yaitu sama-sama membahas pernikahan beda agama, yang menjadi
pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis
lakukan yaitu penulis pengimplementasian Pasal 40 KHI huruf C dengan
menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan peneliti sebelumnya

pernikahan beda agama melalui peninjauannya dengan UU 1 Tahun 1974

8 Patrick Humbertus,” Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal, Law And Justice Vol. 4, No. 2, (2019), 101-111.
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Tentang Perkawinan. Dan fokus pengkajian yang akan penulis lakukan

selanjutnya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

e. Penelitian selanjutnya dalam artikel jurnal Khazanah yang dilakukan
oleh Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk dengan tema “Pernikahan Beda
Agama di Tinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham”. Dalam penelitian
ini memfokuskan dua permasalah pertama, Apakah pernikahan beda
agama diperbolehkan dalam Islam, dan yang kedua, Bagaimana HAM
memandang larangan pernikahan beda agama. Dalam penelitian
metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dan
Landasan teori yang digunakan dalam penulisan karya ini didasarkan
pada dalil-dalil al-Qur’an.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, dalam Islam, pernikahan
beda agama pada dasarnya dilarang. Akan tetapi terdapat pengecualian
apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan
perempuan adalah ahli Kitab, pada pasangan semacam inilah para ulama’
berbeda pendapat dalam menghukumi. Kaidah ushul figh “ idza ijjtama’a
baina al halal wal haram ghuliba al haram” bisa dijadikan solusi dalam
pengambilan hukum sebagai bentuk ihtiyaat atau kehati-hatian dalam
pelaksanaan syariah Islam. Bahwa HAM manusia pada dasarnya
merupakan hak kodrati yang diberikan tuhan kepada manusia, maka tidak
rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan

ketentuan tuhan. Begitupula dalam Islam, dengan adanya aturan Allah,
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maka HAM tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran
yang diperintahkan oleh allah SWT.?

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sama-
sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama, hanya saja pada
penelitian sebelumnya itu memfokuskan pada perspektif Islam dan HAM,
lakukan saat ini

sedangkan penelitian yang akan penulis yaitu

pengimplementasian KHI Pasal 40 Huruf C dengan menggunakan

pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dengan metode

penelitian yang bersifat yuridis empiris/

Table 0.5 Orisinalitas Penelitian : Memperbolehkan Nikah Beda Agama

No Penelitian Persamaan Perbedaan Orisinalitas
Sebelumnya
> Peneliti sebelumnya
memfokuskan kajian
pada keharmonisan
rumah tangga bahagia
dalam pernikahan beda | Fokus pada
agama. Dengan pengimplem
menggunakan metode | éntasian KHI
Realitas penelitian analisis Pasal 40
Perkawinan Sama-sama kualitatif dan Huruf C.
1 | BedaAgama membahas pendekatan hukum dengan
Perspektif nikah beda islam. menggunaka
Keluarga agama > Sedangkan penelitian n Teori
Sakinah penulis yaitu Efektivitas
memfokuskan KHI Hukum
Pasal 40 Huruf C Soerjono
tentang pernikahan Soekanto
beda agama dengan
metode penelitian
kualitatif yang bersifat
yuridis empiris.

Perkawinan Sama-sama > Peneliti sebelumnya Fokus pada

2 | BedaAgama membahas memfokuskan kajian peng
Dalam nikah beda pada keharmonisan Implemantas

9 Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, Pernikahan Beda Agama di Tinjau Dari Perspektif
Islam Dan Ham,”Jurnal Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni (2013),99-117.
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Perspektif Hak | agama. rumah tangga bahagia | ian Pasal 40
Asasi Manusia dalam pernikahan beda | KHI Huruf C
di Indonesia agama. Dengan dengan
menggunakan metode | pendekatan
penelitian analisis Teori
kualitatif dan Efektivitas
pendekatan hukum Hukum
islam. Soerjono
> Sedangkan penelitian Soekanto
penulis yaitu
memfokuskan KHI
Pasal 40 Huruf C
tentang pernikahan
beda agama dengan
metode penelitian
kualitatif yang bersifat
yuridis empiris
> Peneliti sebelumnya
memfokus kajian
dengan mengangkat
konsep perkawinan
beda agama sebagai
harmonisasi umat
Dalam beragama. Metode Fokus pada
Fikih penelitian penelitian yaitu konten ?rir;ﬁemantas
ot | | |
Beda Agama gan P .
S . penelitian fenomenologi. KHI Huruf C
ebagai Upaya . ‘e vai dengan
Harmonisasi penulis > Sedangk_a}n penulis yaitu
.| sama-sama mengkaji Pasal 40 KHI | Pendekatan
Agama, Studi- | o0 Huruf C tentang Teori
Perkawinan | kaitannya pernikahan beda Efektivitas
Beda Agama di dengan agama, dengan Hukl_Jm
Jember pernikahan menggunakan SOerjono
bedaagama | pendekatan Teori Soekanto
Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto. dan
metode penelitian
yuridis empiris yang
bersifat diskriptif
kualitatif.
Fikih Dalam - Peneliti sebelumnya Fokus pada
Perkawinan penelitian memfokus kajian peng
Beda Agama sebelumnya dengan mengaqgkat Implemantas
Sebagai Upaya | dengan konsep perkawman_ ian Pasal 40
e " beda agama sebagai
Harmonisasi penelitian harmonisasi umat KHI Huruf C
Agama, Studi penulis beragama. Metode dengan
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Perkawinan sama-sama penelitian yaitu konten | pendekatan
BedaAgamadi | ada analisis dengan Teori
Jember kaitannya pendekatan Efektivitas
dengan fenomenologi. o Hukum
pernikahan | Srigﬁggl;ﬁanaigm% )|/<a||_t|l: Soerjono
bedaagama Huruf C tentang Soekanto
pernikahan beda
agama, dengan
menggunakan
pendekatan Teori
Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto. dan
metode penelitian
yuridis empiris yang
bersifat diskriptif
kualitatif.
> Peneliti sebelumnya
fokus kajian yiatu
mengenai perkawinan
beda agama, yang
ditinjau dari UU 1 Fokus pada
Tahun 1974 Tentang peng
Perkawinan. I_Z)_engan Implemantas
Fenomena metode penellt_lan ian Pasal 40
: Sama-sama | hyukum normatif
Perkawinan q e : KHI Huruf C
Beda Agama ada dlskr_|pt|f.
e ) kaitannya | Penelitian yang akan dengan
Ditinjau Dari - .
dengan penulis lakukan yaitu | Pendekatan
UU 1 Tahun pernikahan pengimplementasian Teori
Lo7aTentang | i agama | Pasal 40 KHIhuruf C | Efektivitas
Perkawinan dengan menggunakan Hukum
Teori Efektivitas Soerjono
Hukum Soerjono Soekanto.
Soekanto. Dengan
metode penelitian
yuridis empiris yang
bersifat diskriptif
kualitatif.
Dalam » penelitian sebelumnya Fokus pada
_ penelitian itu memf_okuskan pada peng
Pernikahan .| Ini sama- perspektif Islam dan Implemantas
Beda Agama di HAM, dengan metode | .

. : sama ada . o ian Pasal 40
Tinjau Dari Kaitannya penelitian kuantltatlf_ KHI Huruf C
Perspektif Islam dengan landasan teori
Dan Ham dengan dalil-dalil al-Quran. | d€ngan

pernikahan |, ggq angkan penelitian pend_ekatan
beda agama yang akan penulis Teori
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lakukan saat ini yaitu
pengimplementasian
KHI Pasal 40 Huruf C
dengan menggunakan
pendekatan Teori
Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto,
dengan metode
penelitian yang bersifat
yuridis empiris.

Efektivitas
Hukum
Soerjono
Soekanto.

Dari lima jurnal artikel diatas tadi disini dapat penulis simpulkan

bahwa pernikahan beda agama masih boleh untuk dilakukan memlihat ada

beberapa faktor ketidak pastian hukum yang ada di Indonesia, walaupun

masih dilarang akan tetapi ada beberapa bagian daerah yang masih bisa

untuk mendapatkan pencatatan nikah (Dukcapil). Dan juga terjadinya

nikah beda agama bukan berarti terhalangnya untuk menjadi kelurga yang

harmonis dan bahagia.

2) Penelitian yang melarang pernikah bedaagama

a. Penelitian yang pertama penulis ambil dalam al-Tadabbur Jurnal Ilmu

al-Qur’an dan Tafsir. Penelitian ini dilakukan oleh “lbnu Radwan

Siddiq Turnip” yang berjudul “Perkawinan Beda Agama: Perspektif

Ulama’ Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”.

Dalam jurnal artikel ini memfokuskan kajian pada status pernikahan

beda agama perspektifnya ulama’ tafsir, Mui, dan Hki di indonesia.

Dan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan

sumber data kepustakaan (library reseaach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama tafsir sepakat

tentang dilarangnya bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan

kafir dan begitu pula bagi wanita muslimah dilarang dikawini oleh lelaki
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musyrik dan kafir. Sementara itu, ulama sepakat tentang larangan wanita
dinikahkan dengan lelaki Ahli Kitab, akan tetapi mereka berbeda pendapat
tentang status hukum seorang laki-laki muslim bila menikahi wanita Ahli
Kitab. Bagi ulama yang tidak mempersamakan termasuk Ahli Kitab
dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Bagarah
ayat (221) dan istilah kafir sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-
Mumtahanah ayat (10), maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya
mubah atau 108 Perkawinan Beda Agama: boleh. Akan tetapi syarat
wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (muhsanat), dan
bagi laki-laki muslim yang menikahinya pun harus memiliki kekuatan
iman yang teguh. Sebagian ulama lain melarang menikahi Ahli Kitab
secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen, karena mereka
berpendapat bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab
tersebut telah dihapus (mansukh). Untuk konteks Indonesia sendiri,
Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman
bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan
laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa
MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda
agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan
mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam. Fatwa MUI ini
masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia yakni
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

yang juga melarang perkawinan beda agamal®,

10 |bnu Radwan Siddik Turnip,” Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir,
Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Jurnal llmu al-Qur’an dan Tafsir, VoI 6,
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Pada penelitian yang akan penulis lakukan tentu memiliki sedikit
persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya. Yang mana persamaan tersebut sama-sama meneliti
mengenai pernikahan beda agama. Yang mana peneliti sebelumnya lebih
mentitik fokuskan hukum terhadap pernikahan beda agama yang di tinjau
dari perspektifnya Ulama’ Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam
di Indonesia. Berbeda hal nya dengan penelitain yang akan penulis
lakukan. Tentunya yang menjadi titik perbedaanya yaitu pada penelitian
yang akan penulis lakukan yaitu mengenai Pasal 40 KHI Huruf C tentang
pernikahan beda agama yaitu di tinjau dari Teori Efektivitas Hukum
Soerjono Soekanto. yang mana terfokus pada pengimplementasi Pasal 40
KHI Huruf C.

b. Dalam penelitiaan yang dilakukan oleh saudari Nur Cahaya, pada
tahun 2019, dengan judul “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif
Hukum Islam” dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahaya
bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan beda agama
menurut peraturan perundang-undangan yang ada di indonesia, dan
bagaimana pernikahan beda agama menurut Fugoha. UU No 1 tahun
1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dan jenis
penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahaya adalah penelitian
kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Cahaya

menyimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang

No 01 (2021), 107 139.
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perkawinan menyatakan bahwa: ‘“Perkawinannya adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum kepercayaan masing-masing agamanya. Pasal
10 PP No. 9 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,
jadi UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga
perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan. Pasal 40 KHI menyatakan
larangan melansungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang
wanita tidak beragama islam. Fugaha sepakat bahwa perkawinan seoarng
perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau
musyrik tidak sah. Sedangkan pria muslim dengan wanita beda agama
terjadi perbedaan pendapat.!

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Nur Cahaya ini memiliki
persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan,
dalam hal persamaannya yaitu sama-sama menetiti Pernikahan Beda
Agama. Yang mana penelian yang dilakukannnya menggunakan kajian
kepustakaan. Sedangkan dari segi perbedaannya penulis mengkaji faktor
terhadap pasal 40 KHI yang belum berjalan efektif di indonesia, yang
mana penelitian yang akan pemulis lakukan menggunakan pendekatan
Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian
sebelumnya tidak menggunakan Teori Efektivitas.

C. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh “Islamiyati” dengan judul
penelitian “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum

Islam di Indonesia”. Dalam penelitian yang dilakukannya ini

11 Nur Cahaya, “Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam,” JurnalHukum
Islam, 18 (2019), 141-156.
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memfokuskan kajian pada Bagaimanakah analisis yuridis pernikahan
beda agama menurut Hukum Islam di Indonesia? Dan bagaimanakah
akibat hukum pernikahan beda agama menurut Hukum Islam di
Indonesia. Dalam penelitian ini ia menggunakan metode penelitian
normatifatau dokrinal dengam Metode pendekatannya menggunakan
pendekatan juridis doctrinal.Yuridis artinya penelitian yang berusaha
meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik formil mapun informil.
Doktrinal adalah penelitian yang berusaha meneliti tentang aturan
yuridis nikah beda agama dan akibat hukumnya.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Islamiyati
menunjukkan bahwa Nikah beda agama menurut aturan yuridis di
Indonesia yakni yakni UU Perkawinan No. 1/1991 Pasal 40 Poin , 44 dan
118, dan Pasal 44, Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional ke 11 pada
tanggal 26 Mei-1 Juni 1980, Fatwa FPI, Keputusan Majlis Tarjih
Muhammadiyah ke-22 di Jawa Timur, Keputusan Bahstul Masail
NU, menetapkan bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya
tidak diperbolehkan, kecuali terjadi penyamaan akidah atau keimanan bagi
pasangan. Akibat hukum pernikahan beda agama menurut hukum Islam
positif adalah perkawinan menjadi batal apabila ada pihak yang
mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada hakim, dan
keputusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap?!2.

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya tentu ada

sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan

12 Islamiyati,”Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia”.
Masalah-Masalah Hukum,E-Journal UNDIP Jilid 45 No. 3, (2016), 243-251.
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oleh peneliti sebelumnya, dengan demikian persamaan dalam penelitian

yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama mengenaik Pernikahan Beda

Agama, hanya saja yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini yaitu

terhadap implementasi KHI Pasal 40 huruf C tentang larangan nikah beda

agama,sedangkan penelitian sebelumnya penganalisaan yuridis terhadap
nikah beda agama menurut hukum islam di Indonesia. Dan juga penelitian
yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan Teori Efektifitas

Hukum Soerjono Soekanto.

d. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh “Fakhrurrazi,M.Yunus dan
Zahratul Aini” dengan judul penelitian “Perkawinan Beda Agama
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)”. Dalam penelitian ini mereka
memfokuskan kajian pada dampak perkawinan beda agama yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan dan tinjuan hukum Islam terhadap
perkawinan bedaagama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006,
metode yang digunakan dalam penelitian ini mereka menggunakan
metode kualitatif.

Dalam penelitian yang telah mereka lakukan mereka menemukan
hasil bahwa; dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap
rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya
berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara
keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena

mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap
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harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda
agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila
tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.
Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama
itu  tidak sah, karena  menurut fatwa MUl  Nomor:
4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa nikah beda agama
hukumnya haram yang diperkuat dengan firmannya dalam surat al-
mumtahanah ayat 10 dan al-bagarah ayat 22113,

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas tentu ada
sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis
lakukan, persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan
penelitian sebelumnya itu sama-sama ada kaitannnya dengan pernikaha
beda agama, hanya saja yang menjadi pembeda dengan penelitian diatas
dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai Pasal 40 KHI
yang menyatakan secara tegas bahwa pernikahan beda agama itu dilarang
(tidak boleh dilakukan), sehinggi penulis menggunakan pendekatan Teori
Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang mengkaji Pasal 40 KHI
Huruf C. Sedangkan penelitian sebelumnya itu terfokus pada dampak dari
setelah terjadinya perkawinan beda agama itu sendiri.

e. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh “A.Millati Azka.A.M”
dengan mengangkat tema penelitian yaitu “Fenomena Perkawinan
Beda Agama Antara Baha’i Dengan Islam(Studi Praktik Perkawinan

Di Banyuwangi Jawa Timur)” dalam penelitian ini memfokuskan

13 Fakhrurrazi,M.Yunus dan Zahratul Aini, ” Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)”,
Jurnal Media Syari’ah,Vol. 20, No. 2, (2018), 139-158.
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kajian pada Perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam,
beberapa hal diantaranya status Baha'i yang diperdebatkan apakah
termasuk agama atau aliran kepercayaan. Jenis penelitian yang akan
digunakan adalah jenis penelitian lapangan (fieldresearch). dengan
menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh “A.Millati Azka.A.M”
menunjukkan bahwa praktik perkawinan antara pemeluk Baha'i dengan
pemeluk Islam di Banyuwangi terjadi melalui dua cara perkawinan, yakni
menurut tata cara Islam terlebih dahulu kemudian melalui tatacara
Baha'i. Tiga dari empat pasangan di Banyuwangi menikah dengan dua
cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu pasangan lainnya melakukan
perkawinan dengan tatacara Baha'i tanpa melalui proses islam. Namun,
secara umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat
larangan kawin atas pihak yang berbeda agama. Maka melalui landasan
undang-undang perkawinan pasal 214.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya
mengenai implementasian Pasal 40 KHI huruf C yang bekaitan dengan
larangan nikah beda agama. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan
selanjutnya tentu ada sedikit persamaan dan perbedaan, dalam
persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan beda
agama, hanya saja yang menjadi pembedanya penelitian penulis dengan
penelitian sebelumnya yaitu implementasian yang ditunjau dari Teori

Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian sebelumnya

14AM, A. Millati Azka. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha’i Dengan
Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)." Al-Qadlaya: Jurnal Hukum
Keluarga Islam Jilid 1. No,1 (2021), 25-47.
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itu mengenai Baha’i, yang baha’i ini yang penulis fahami dari artikel

jurnal sebelumnya ini yaitu pernikahan sesorang muslim/mislimah dengan

orang yang tidak memiliki agama yang mana bahai ini apakah termasuk

agama atau sekedar aliran saja. Sedangkan penelitian penulis mengenai

pernikahan beda agama yaitu pernikahan yang dilakukan oleh umat

muslim dengan non-Muslim.

f.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh “Muhammad Ilham”
dengan judul penelitian “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum
Islam Dan Tatanan Hukum Nasional” dalam penelitian ini iya
memfokuskan kajian pada fenomena perkawinan beda agama dalam
bentuk kualitatif dengan menggunakanmetode pendekatan
kualitatif.dengan tujuan untuk mengetahui dalam persepektif Hukum
Islam dan Kompilasi Hukum Islam.Sebagaimana diketahui bahwa
nikah Beda agama dimaksudkan disini terdiri dari 2 kategori yakni: 1)
kategori pernikahan antara seorang laki-laki dengan berkeyakina
muslim biasa dengan perempuan yang berkeyakinan Non muslim
biasa, dan 2) kategori pernikahan antara laki-laki berkeyakinan muslim
dari kalangan biasa dengan perempuan berkeyakina Non muslim dari
kalangan Ahli Kitab.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham

menunjukkan bahwa menikahi perempuan musyrik jelas perbuatan nya

terlarang dengan hukumnya haram. Sedangkan menikah perempuan Ahli

kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus

dilihat dari aspek maslahat yang paling utama. Oleh karena itu dengan
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melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan
Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah
beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan?®,

Penelitian yang akan penulis lakukan nantinya tentu memiliki
sekilas persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti sebelumnya. Persamaan penelitian penulis dengan peneliti
sebelumnya vyaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan beda
agama, hanya saja penelitian sebelumnya itu hanya memfokuskan pada
hukumnya saja atas pernikahan beda agama itu sendiri, sesuai dengan yang
penulis baca dalam artikle jurnal tersebut. Berbeda hal nya dengan
penelitian yang akan penulis lakukan kedepannya ini mengenai
pengimplemantasian pasal 40 KHI huruf C yang berkaitan dengan
larangan nikah beda agama dengan menggunakan Teori Efektivitas
Hukum Soerjono Soekanto, sehingga nantinya disinilah yang menjadi titik
perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan peneliti

sebelumnya.

Tabel.0.6 Orisinalitas Penelitian: Melarang Nikah Beda Agama

No ssgglil:gﬁga Persamaan Perbedaan Orisinalitas
Perkawinan Beda Dalam > Penelitian Fokus pada
' T yang peng
. s Pers.pekuf penelitian int dilakukan Implemantasian
Ulama Tafsir, Fatwa | sama-sama Ieh liti
Mui dan Hukum membahas 0 E Ipene Iti- | Pasal 40 KHI
' - sebelumnya | Huruf C
Keluarga Islam di pernikahan terfokus pada dengan

15 Muhammad Ilham, ”Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan

Hukum Nasional”, TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, (2020), 43-58.
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Indonesia

beda agama.

hukum nikah
beda agama
dengan
perspektifnya
ulama Tafsir,
Mui dan Hki.
Dengan
metode
penelitian
kualitatif
dengan
sumber data
library
reseach

> Sedangkan

penulis
terfokus Pasal
40 KHI Huruf
C diIndonesia
yang ditinjau
dari Teori
Efektivitas
Hukum
Dengan
metode
penelitian
yuridis
empiris yang
bersifat
diskriptif
kualitatif.

pendekatan
Teori
Efektivitas
Soerjono
Soekanto

Perkawinan beda

agama dalam

perspektif hukum

Islam

Sama-sama
membahas
pernikahan
beda agama

> Peneliti

sebekumnya
terfokus pada
hukum
menurut
undan-
undang, dan
hukum
menurut
fugoha.
Dengan
motode
kuntitatif
library
research

> Sedangkan

penulis

Fokus pada
peng
Implemantasian
Pasal 40 KHI
Huruf C
dengan
pendekatan
Teori
Efektivitas
Hukum
Soerjono
Soekanto
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mengkaji
factor pasal 40
KHI Huruf C
masih adayan
melakukan di
indonesia.
Dengan
menggunakan
metode
kualitatif,
yang bersifat
yuridis empiri

Analisis Yuridis Nikah
Beda Agama Menurut
Hukum Islam di
Indonesia

Sama-sama
membahas
mengenai
pernikahan
bedaagama

> Yang menjadi

titik pembeda
dalam
penelitian ini
yaitu terhadap
implementasi
KHI Pasal 40
tentang
larangan
nikah beda
agama.
Dengan
metode
penelitian
yuridis
empiris yang
bersifat
diskriptif
kualitatif.

> Sedangkan

penelitian
sebelumnya
penganalisaan
yuridis
terhadap
nikah beda
agama
menurut
hukum islam
di Indonesia.
Dengan
metode
penelitian
normatif
dokrinal

Fokus pada
peng
implemantasian
Pasal 40 KHI
Huruf C
dengan
pendekatan
Teori
Efektivitas
Hukum
Soerjono
Soekanto
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> Peneliti
sebelumnya
memfokuskan
kajian pada
dampak
perkawinan
bedaagama
yang diatur
dalam
Undang-
Undang
Nomor 23
Tahun 2006
tentang
administrasi
kependudukan
dan tinjuan
hukum islam
terhadap
perkawinan

Fokus pada

peng
Implemantasian

Pasal 40 KHI
Sama-sama beda agama HUrUf C
adakaitannya | dalam d
dengan Undang- engan
pernikahan Undang pendekatan
Kependudukan beda agama Nomor 23 Teori
(Tinjauan Hukum J tahun 2006. | Efektivitas
Islam) Dengan Hukum
metode Soerjono
penelitian Soekanto
kualitatif.
> Penelitian
penulis
terfakous pada
KHI Pasal 40
Huruf C
tentang ke
efektifitasan
pasal tersebut.
Dengan
metode
penelitian
yuridis
empiris yang
bersifat
diskriptif
kualitatif.

Perkawinan Beda
Agama Dalam
Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi

Fenomena Perkawinan | Ya sama- > Penelitian Fokus pada
Beda Agama Antara sama sebelumnya peng
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Baha’i Dengan Islam | membahas terfokus pada | Implemantasian
(Studi Praktik mengenai pernikahan Pasal 40 KHI
Perkawinan Di pernikahan terhadap Huruf C
Banyuwangi Jawa beda agama. Baha’i dengan | gengan
Timur). islam. Dengan | hengekatan
metode Teori
litian .
Faepnaengan Efektivitas
menggunakan | HUukum
pendekatan | SO€rjono
yuridis Soekanto.
empiris.
> Penulis yaitu
Implementasia
n Pasal 40
KHI huruf C
yang bekaitan
dengan
Larangan
Nikah Beda
Agama yang
ditinjau dari
Teori
Efektivitas
Hukum
Soerjono
Soekanto.
Dengan
metode
penelitian
yuridis
empiris yang
bersifat
diskriptif
kualitatif.
> Dalam Fokus pada
penelitian peng
sebelumnya Implemantasian
Sama-sama me;(nfokuskan Pasal 40 KHI
Nikah Beda Agama embahas kajian pada Huruf C
Dalam Kajian Hukum . fenomena dengan
Islam Dan Tatanan mengena pernikahan pendekatan
. pernikahan beda agama .
Hukum Nasional beda agama dan h : Teori
- | danhukum e gyiivitas
nikah beda H
ukum
agama. Soerjono
Dengan
Soekanto.

metode
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pendekatan
kualitatif.

> Sedangkan
penulis ini
terfokus pada
faktor
penyebab
pasal 40 KHI
huruf C yang
belum efektif
dengan
menggunakan
Teori
Efektivitas
Hukum
Soerjono
Soekanto.
Dengan
menggunakan
metode
penelitian
yuridis
empiris yang
bersifat
diskriptif
kualitatif.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan penulis dan para pembaca nantinya terhadap
penelitian yang akan penulis lakukan disini penulis akan menjelaskan sedikit
maksud dalam penelitian ini, dan juga tentunya untuk menghindari
kesalahfahaman terhadap pembaca kedepannya. Dalam penelitian yang akan
penulis lakukan ini untuk menghindari kesalahfahaman terhadap pembaca dengan
asumsi-asumsi yang tidak diinginkan, oleh sebab itu perlu kiranya penulis untuk
memaparkan definisi operasional dalam tulisan ini, diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Implementasi
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI). Implementasi diartikan
pelaksanaan atau penerapan'®. Implementasi merupakan sebuah penerapan
atau pelaksanaan. Jika disini penulis membahas mengenai Implementasian
Pasal 40 KHI Huruf C, berari sebuah proses pelaksanaan atau penerapan
terhadap pasal tersebut terhadap masyarakat.

2. Nikah bedaagama Pasal 40 KHI Huruf C

Dalam islam kata nikah itu berasal dari bahasa arab -G yang terdapat

juga didalam al-Qur’an yang artinya kawin®’. Pernikahan merupakan sunnah
nabi, dan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk
keluarga rumah tangga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Dan tujuan dari sebuah pernikahan yang sesuai dengan petunjuk
agama adalah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan
sejahtera®. Didalam islam tidak mengenal istilah pernikahan beda agama, dan
juga islam melarang untuk melangsungkan pernikahan beda agama, seprti
halnya yang termktub dalam Pasal 40 Huruf C KHI.
3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum tentu ada kaiatannya dengan penelitian penulis,
membahas mengenai teori efektivitas hukum, tantu perlu kiranya Kkita

mengetahui arti dari teori efektivitas hukum ini sendiri. Teori efektivitas

16https://kbbi.kemdikbud.go.id/, diakses tanggal 26 mei 2022,

17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,2006), 35.

18 Abdul Rahman al-Ghazali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 22.
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hukum ini diartikan bahwa pengaruh atau efek dari sebuah keberhasilan atau

kemanjuran dalam penetapan hukum dan aturan®.

67.

19 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya, 2013),



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Mazhab Empat

Pernikahan beda agama selalu menjadi polemik bagi kita sampai saat ini,
bahkan hukum dan larangan itu sudah jelas mengenai keharaman untuk
melansungkan pernikahan beda agama, Mengenai hukum boleh atau tidaknya
untuk melakukan pernikahan beda agama itupun sudah diputuskan oleh Majlis
Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional VII MUI, pada tanggal 19-
22 jumadil akhir 1426H,/ 26-29 juni 2005M. dengan nomor putusan: 4/MUNAS
VI1/MUI/8/2005, dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah
haram dan tidak sahdan juga dalam KHI di Indonesia tercantum jelas mengenai
larangan tersebut, sebagaiman yang telah termaktub dalam Pasal 40 Huruf C dan
Pasal 44 tentang pernikahan beda agama. Seperti yang telah ditetapkan oleh
Majlis Ulama’ Indonesia, dengan menetapkan bahwa nikah beda agama itu haram,
lalu bagaimana yang sebenarnya islam memposisikan hukum pernikahan beda
agama, dan pernikahan beda agama ini sebenarnya telah diatur dengan jelas baik
itu di dalam al-Qur’an maupun dalam Hadist secara global lalu diuaraikan dalam
Figih dengan berbagai macam perbedaan dan pendapat dari hasil ijtihad para
serjana hukum islam atau pakar figih. Maka dari itu kita lihat juga bagaiman
pandangan para imam madzhab menyikapi dalam kasus pernikahan beda agama
ini, diantaranya yaitu:

1. Mazhab Hanafi

34
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Mengenai perkawinan beda agama, dalam figih madzhab imam
Hanafi non-Muslim ini diperinci dan dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan,
diantaranya yaitu:

a. Musrik dzahiron wa batinan (lahir batin menyekutukan Allah), seperti
golongan manusia yang menyembah berhala. Dengan kata lain
musyrik idiologis-praktis.

b. Musyrik batina la dzahiran (dalam i’tikad batin menyekutukan Allah,
namun secara lahir tidak syirik, seperti golongan munafik yang
mengaku islam di masa Rasulalah SAW, namun tidak melakukan
ajaran Islam.

c. Musyrik ma 'nan (menyekutukan Allah secara ma’nawi aatu substansi),
seperti oran-prang Ahli-Kitab (Yahudi dan Nasrani).2°

Dari perincian diatas perempuan dari kalangan non-Muslim yang
halal dinikahi adalah Ahli-Kitab penganut agama yang mempunyai kitab
pedoman yang jelas (Yahudi dan Nasrani). Mazhab imam Hanafi dalam
menghalalakan perkawinan dengan wanita Ahli-Kitab, Yahudi Nasrasi itu
berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5, dan menurut mazhab figih ini yang

dimaksut dengan ( «t.e4f) dalam AL-maidah ayat 5 ini yang dijadikan dalil

halal dalam menikahi wanita Ahli-Kitab yaitu wanita yang terjaga dar
perbuatan zina atau mardeka (bukan budak).
Didalam pandangan lain prihal Pernikahan beda agama dalam

mazhab imam Hanafi mempunyai 2 (Dua) pandangan yakni diantaranya:

20 Abdul Wahid,Figh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan

Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren,(Malang:CV.Bintang Sejahtera Malang,2013,),146-

147.
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a. Darul Harbi, yaitu seorang wanita Ahli-Kitab yang berada dalam
negeri perang, yang mana mereka ini tidak tunduk dengan hukum-
huum islam.karena itu nantinya akan bisa menimbulkan fitnah. Sebab.
Wanita Ahli-Kitab tersebut dapat mempengaruhi suaminya yang
muslim hingga berprilaku sebagaimana prilakunya yang tidak dapat
diterima islam dan dapat memalingkan anaknya hingga memeluk
agama selain islam, serta bisa membuat dirinya tertekan hingga
berakibat pada pertengkaran yang tiada henti, yaitu kehilangan
pengaruhnya untuk menjaga kehormatan istrinya, walaupun akadnya
dinayatakan sah, hanya saja melakukan akad pernikahan dengan
wanita Ahli-Kitab baginya merupakan tindakan makruh tahrim (harus
dihindari) karena berakibat fatal dikemudian hari.

b. Dzimmiyah yaitu seorang wanita Ahli-Kitab yang berada di negeri
islam, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan islam, maka
hukum menikahi wanita Ahli-Kitab seperti adalah makruh tanzih atau
sebaiknya dihindarkan.?!

2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab imam Maliki mengenai pernikahan beda agama
beliau mengatakan bahwa bagi mazhab Maliki mendasarkan alasan yang
telah dikemukan oleh mazhab Hanafi hal itu pada alasannya Saddu Dzai‘ah
(langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar). Jika

pemikahan dengan wanita Ahli-Kitab menimbulkan kerusakan-kerusakan

21 gyaikh Abdurrahman Al-Juzairi” Fikih Empat Mazhab Jilid 5”( tt. Pustaka Al-
Kautsar, t.th), 159.
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atau dikhawatirkan menimbulkan kerusakan-kerusakan maka melaksanakan
akad pernikahan dengannya hukumnya haram.

Menikahi perempuan non-Muslim yang diperbolehkan dalam
mazhab Maliki sama dengan mazhab Hanafi yaitu seorang wanita Ahli-Kitab,
dan yang dimaksut dengan wanita Ahli-Kitab yaitu perempuan Yahudi dan
Nasrani, perempuan Yahudi adalah pengikut agama Nabi Musa As dengan
pedoman hidup kita Taurat, sedangkan wanita Nasrani yaitu kalangan dari
pengikut agama yang diajarkan Nabi Isa As dengan pedoman hidup Kitab
Injil. Perempuan Ahli-Kitab seperti ini halal untuk dinikahi karena mereka
dimuliakan Allah dengan Kitab yang diturunkan Allah dan mereka
mempercayainya. Selain perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani tidak
boleh atau haram dinikahi oleh laki-laki Muslim.??

3. Mazhab Syafi’i

Imam Syafi’l dalam sebuah karya tulis beliau yang manjadi
rujukan induk kita figih mazhab Syafi’l (al-umm) menyatakan bahwa “ tidak
halal” menikahi permpuan Non-Muslim kecuali mereka perempuan Ahli-
Kitab yaitu mereka dari kalangan Tahudi dan Nasrani, dengan demikian
menurut imam Syafi’l sendiri perempuan Non-Muslim yang halal dinikahi itu
hanya ada 2 (dua) diantaranya yaitu:?3

a) Perempuan penganut agama Yahudi

b) Perempuan penganut agama Nasrani

22 Abdul Wabhid,Figh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan
Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren, 149.

23 Abdul Wahid,Figh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan
Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren, 150.
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Sehingga dalam pandangan mazhab imam Syafi’l prihal
pernikahan beda agama imam Syafi’l hanya menghalal dari mereka
peremuan Yahudi dan Nasrani yang mana dari mereka itu memiliki Kitab
pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi-nabi mereka terdahulu.

Dan mereka kalangan Hanafi mengatakan makruh hukumnya
pernikahan dengan wanita Ahli-Kitab jika dia berada di negeri Islam, dan
hukum makruh ini semakin ditekankan jika dia berada di negeri perang,
sebagaimana pendapat sebagian kalangan mazhab Maliki, akan tetapi mazhab
Asy-Syafi'i menetapkan sejumlah syarat terkait hukum makruh ini, yaitu:

1) Syarat pertama: laki-laki muslim yang hendak menikahi tidak
mengharapkan keislaman wanita Ahli-Kitab yang hendak dinikahinya.

2) Syarat kedua: ia bisa mendapatkan wanita muslim yang layak baginya’

3) Syarat ketiga: jika tidak menikah dengan wanita Ahli-Kitab tersebut
maka dikhawatirkan ia akan berbuatzina.

Jadi, jika laki-laki tersebut mengharapkan keislaman wanita Ahli-
kitab yang dinikahinya, dan ia tidak mendapatkan wanita muslimah yang
layak baginya, maka hukum baginya adalah sunnah (dianjurkan) untuk
menikahinya. Demikian pula disunnahkan (dianjurkan) kepadanya untuk
menikahi wanita Ahli-Kitab yang layak baginya sebagai pendamping
hidupnya dalam rumah tangga yang diridhai, jika dia tidak menikahi wanita
Ahli-Kitab tersebut dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina,
sebagai antisipasi dari terjadinya perbuatan terlarang. Dari ulasan ini jelaslah

bahwa masalahnya berkisar di balik maslahat dan mafsadat (kerusakan). Jika
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pernikahan dengannya memberikan maslahat, maka pernikahannya terpuji.
Dan jika menimbulkan mafsadat maka pernikahannya makruh.?4
4. Mazhab Hambali

Mereka mengatakan, bahwa wanita Ahli-Kitab boleh dinikahi
tanpa hukum makruh, berdasarkan keumuman firman Allah SWT “ Dan
(dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga
kehermotan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-
perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi
kitan (Ahli-Kitab) sebelum kamu.”(4/-Maidah: 5).

Yang dimaksut dengan perempuan-perempuan yang menjaga
kehormatan adalah perempuan-perempuan merdeka

Terkait dengan wanita Ahli-Kitab, tidak ada syarat yang
menetapkan bahwa kedua orang tuanya harus juga Ahli-Kitab, akan tetapi
pernikahannya tetep dinyatakan sah meskipun bapaknya atau ibunya sebagai
penyembah berhala, selama dia sendiri sebagai wanita Ahli-Kitab.

Sedangkan dalam mazhab Syafi’i dan Hanafi mengatakan
bahwasanya ada syarat yang ditetapkan terkait diperkenankannya pernikahan
laki-laki muslim dengan wanita Ahli-Kitab. Yaitu kedua orang tuanya harus
juga Ahli-Kitab. Seandainya bapaknya Ahli-Kitab sementara ibunya
penyembah berhala, maka dia tidak boleh dinikahi walaupun dia sudah balihg
dan memilih agama bapaknya dan dia sendiri dinyatakan sebagi wanita Ahli-

Kitab, menurut pendapat yang dijadikan acuan dalam mazhab Asy-Syafi’i.2°

24 Al-Juzairi” Fikih Empat Mazhab, 160-162.
25 Al-Juzairi” Fikih Empat Madzhab, 162.
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Dalam kitab figih mazhab Hambali tidak boleh menikahi
perempuan Non-Muslim (haram) yang mana jika mereka ini tidak memiliki
pedoman kitab suci samawi. Sedangkan Non-Muslim yang mempunyai kitab
suci yang jelas seperti mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, ataupun
merak perempuan yang mempunyai kesamaan dengan dan kecocokan ajaran
dengan agama Yahudi dan Nasrasni, maka meraka halal untuk dinikahi.
Dengan demikian perempuan Non-Muslimah yang halal untuk dinikahi
menurut pendapat figih imam Hambali adalah dianataranya:2®

a. Perempuan Nasrani yang berpedoman pada kitab Injil
b. Perempuan Yahudiyang berpedoman pada Taurat
c. Perempuan yang ajaran agamanya mempunyai persamaan dengan

ajaran dengan agama Yahudi dan Nasrani

Adapaun dari mereka pereampuan-perempuan yang tidak memiliki
kreteria diatas maka tidak disebut dengan Ahli-Kitab, maka dari itu
menikahinya adalah hukumnya haram.

B. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Ulama’ Modorn
Mengenai pernikahan beda agama yang terjadi sampai saat ini tentu
masih sering terjadi perbincangan para ulama’ modern, seperti halnya pandangan
dari Syekh Rasyid Ridho, Syekh Yusuf Al-gordhowi, dan Syekh Abdullah Bin
Bas.
1. Syekh Rasyid Ridho
Dalam hal perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan

perempuan Musyrik Rasyid Ridho berpendapat bahwa hukumnya haram

26 Abdul Wahid,Figh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan
Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren, 153-154.
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secara mutlak sebagaimana teks zahir QS. al-Bagarah ayat 221 yang secara
jelas mengharamkannya.?’” Mengenai arti kata musyrik pada ayat QS. al-
Bagarah ayat 221 Syekh Rasyit Ridha mengatakan bahwa wanita musyrik
yang haram dinikahi dalam ayat ini yaitu seorang wanita-wanita dari bangsa
arab yang mana mereka ini tidak mempunyai pedoman hidup (kitab suci).?®
2. Syekh Yusuf Al-gordhowi

Mengenai perkawinan beda agama seorang Guru Besar Islam di
Uniberasitas Qatar beliau Yusuf Qordhowi dalam menikapi perkawinan beda
agama Yusuf Qordhowi membedakan beberapa golongan yang dilarang
dalam melansungkan perkawinan beda agama diantaranya yakni :

a. Orang Musyrik

Seperti halnya perempuan yang haram dikawin adalah perempuan
musyrik yaitu perempuan yang menyembah berhala, seperti orang-orang
musyrik Arab dahulu dan lain sebagainya. Al-Quran. Allah SWT
berfirman dalam surah al-Bagarah ayat 221 yang artinya :

"Jangan kamu kawin dengan perempuan-perempuan musyrik
sehingga mereka itu beriman, dan sungguh seorang hamba perempuan
yang beriman adalah lebih baik daripada seorang perempuan musyrik
sekalipun dia itu sangat mengagumkan kamu; dan jangan kamu kawinkan
anak-anak kamu (perempuan) dengan laki-laki musyrik sehingga mereka
itu beriman, dan sungguh seorang hamba laki-laki yang beriman adalah
lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun sangat
mengagumkan kamu. Sebab mereka itu mengajak kamu ke Neraka, sedang

Allah mengajak ke Sorga dan pengampunandengan izinNya juga."(al-
Bagarah: 221).

Dari makna ayat di atas sudah jelas bahwa Seorang muslim laki-laki

tidak dibolehkan kawin dengan perempuan musyrik, begitu juga

27 Sholahuddin al-Munjad, Fatawa al-Imam Muhammad Rasyid Ridha, (t.t: Rumah Buku
Baru: 1426-2005),749.

28 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, Juz I, (Cet II; t.t,;: Dar al-
Manar, 1947),348-349.
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perempuan mu'minah tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki musyrik
karena ada perbedaan yang sangat jauh antara kedua kepercayaan

tersebut.2®

b. Ahli Kitab

Mengenai perkawinan dengan perempuan-perempuan Ahli-Kitab
baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, oleh al-Quran telah diizinkan
kawin dengan mereka, untuk mengadakan pergaulan dengan mereka. Dan
mereka ini masih dinilai sebagai orang yang beragama samawi sekalipun
agama itu telah diubah dan diganti. Untuk itulah, makanannya boleh kita
makan dan perempuan-perempuannya boleh kita kawinkan. Seperti firman
Allah:

Yang artinya: "Makanan-makanan ahli-kitab adalah halal buat
kamu begitu juga makananmu halal buat mereka. Perempuan-perempuan
mu'minah yang baik (halal buat kamu) begitu juga perempuan-perempuan
yang baik-baik dari orang-orang yang pernah diberi kitab sebelum kamu,
apabila mereka itu kamu beri maskawin, sedang kamu kawini mereka

(dengan cara yang baik) bukan berzina dan bukan kamu jadikan gundik."”
(al-Maidah: 5).3°

Rasulullah SAW. mengajarkan kepada kita tentang bagaimna dalam
memilih jodoh seperi hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari

yang artinya "Pilihlah perempuan yang beragama, sebab kalau
tidak, celakalah dirimu.” (Riwayat Bukhari).

Walaupun seorang Ahli-Kitab ini dinilai telah kufur dan sesat,
namun seorang muslim masih diperkenankan untuk menikahinya, dan juga
Ahli-Kitab ini diperkenankan untuk mengurus rumah tangganya atau

menyerahkan rahasia-rahasia pada Ahli-Kitab yang masih berpegang pada

29 Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram, terj. Halal Wal Haram Fil Islam, (Bandung:
Penerbit jabal,2020), 169.
30Al-Qardhawi, Halal dan Haram, 169.
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agamanya. Jikalau seorang muslim  mengkawatirkan  pengaruh
kepercayaan istrinya ini akan menular pada anak-anaknya baik itu dalam
pendidikan ataupun kepercayaan, maka dia harus melepaskan diri dari
perempuan Ahli-Kitab tersebut demi menjaga agama dan manjauhkan diri
dari marabahaya. Bahaya ini baru dapat kita atasi dengan memper sempit
dan membatasi perkawinan yang mubah ini sampai dengan suatu keadaan
yang mungkin.3!
c. Perempuan Muslim di Nikahi Oleh Laki-laki Non Muslim
Seorang perempuan muslim tidaklah diperbolehkan untuk menikah
dengan laki-laki yang bukan dari golongannya (Islam) baik itu Ahli-
Kitab maupun kepercayaan agama lainya. Sebagaiman firman Allah
SWT yang artinya berbunyi:
“ Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman’ (al-Bagaroh :221).
Dan juga dalam al-Qur’an Surah al-Mumtahinah Ayat 10, yang
mana dalam ayat ini allah menjelaskan tentang perempuan-perempuan
mu’minah yang turut hijrah kemadinah.
“jika kamu telah mengetahui jika mereka (benar-benar) beriman
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami

mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir
itu dan juga tidak halal pula bagi mereka”

Pada terjemahan ayat al-Qur’an yang telah disampikan diatas
bahwa tidak ada pengecualian untuk Ahli-Kitab. Oleh karena itu

hukumnya berlaku secara umum.32

3. Syekh Abdurrahmam Bin Baz

31 Al-Qardhawi, Halal dan Haram, 170.
32 Yusuf Al-Qardhawi, Halal dan Haram, 170-171.
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Syekh abdurrahman bin baz dalam karyanya Majmu’ Fatawa Wa

Maqolat Bin Baz beliau mengatakan bahwa hukum menikah dengan

perempuan Ahli-Kitab halal dan diperbolehkan menurut jumhur ahli ilmu
sabagimana Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 5:
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"Padahari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini)
wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang
beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara
orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah
membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak
dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-
gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima
hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat
termasuk orang-orang merugi.33

Abu Muhammad Bin Qudamah al-Hambali mengatakan didalam
kitab Mughninya: tidak ada antara ahli ilmu berbeda tentang halalnya semua
prempuan Ahli- Kitab dan diantara orang yang meriwayatkan tentang
halalnya Ahli-Kitab adalah sahabat Umar,Usman,Talha, Huzaifah, Salman,
dan Jabir dan selain dari mereka.

Menurut Ibnu Mundzir tidak ada seorangpun dari generasi pertama
islam yang mengatakan haramnya tentang hukum menikahi perempuan Ahli-
Kitab dan diriwayatkan dari Khilal dengan sanadnya: bahwa sahabat

Huzaifah, Talha, Jarud Bin Ma’li dan Azinatul Adi mereka itu menikahi

33 Abdurrahman Bin Baz, Majmu Fatawa wa Magolat Bin Baz, Jilid 20 (Riyad: Darul al-
Qaseem,2004),55.
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perempuan Ahli-Kitab dengan sebab itu semua ahli ilmi mengatakan

diharamkan berpegang dengan ayat al-Bagarah: 221 yang berbunyi:
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“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik
dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita
mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin
lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka
mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran %

Berdasarkan Ijma para sahabat kita berpegang dengan ayat al-
Maidah ayat 5 diatas sedangkkan pada ayat al-Bagoroh ayat 221
diriwayatkan dari Sahabat Ibnu Abbas : Bahwa Surah al-Bagoroh ayat 221
telah dinasakh oleh surah al-Maidah ayat 5 oleh karena itu sebaiknya terdapat
penghapusan juga pada ayat yang lain karena kedua ayat tersebut lebih awal
sedangkan ayat yang selain dari al-Maidah itu lebih Akhir dari kedua ayat
tersebut, maka sebagia sahabat yang lain mengatakan tidak ada penghapusan
pada ayat tersebut karena lafadz musrikin dengan kemutlakannya dan tidak
bisa digunakan dengan Ahlul Kitab dengan dalil pada Surah al-Bayyinah ayat
1 dan 6 dan Surah Al-Maidah ayat 82 dan al-Baqgoroh ayat 105 dan semua
ayat al-Quran itu memisahkah antara Ahlul Kitab dan Musyrik oleh karena

itu menunjukkan bahwa ayat dengan Lafadz musrik dengan kemutlakannya

34 Bin Baz, Majmu Fatawa, 57-58.
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tidak bisa digunakan untuk Ahlul Kitab dan pendapat ini disetujui oleh Sa’id
bin jabir dan Qotadah karena ayat yang mereka jadikan hujjah itu bersifat
umum pada semua orang kafir sedangkan ayat kita (Al- maidah ayat 5) itu
khusus untuk halalnya Ahlul Kitab dan ayat yang khusus wajib didahulukan
dari ayat yang bersifat umum.

Jika ditetapkan pendapat ini yang pertama tidak boleh menikahi
Ahli-Kitab karena sayyidina umar berkata pada orang yang menikahi
prempuan Ahli-Kitab, ceraikanlah mereka lalu para sahabat menceraikannya
kecuali sahabat huzaifah lalu umar berkata pada huzaifah: Tolaklah dia lalu
huzaifah berkata: Apakah dia haram lalu umar berkata: Dia memabukkan
ceraikanlah lalu huzaifah berkata: aku tau dia memabukkan akan tetap dia
halal untukku lalu umar berkata:Saya khawatir kalian akan mendapatkan
wanita yang jelek dari mereka.

Kesimpulan dari apa yang telah dikatakan oleh lbnu Katsir dan
Ibnu Qudamah dalam Kitab mughninya : Bahwasanya tidak ada pertentangan
antara surah al-Bagoroh dan surah al-Maidah ayat 5 tersebut karena memiliki
dua sudut pandang.

yang pertama bahwa Ahli-Kitab tidak termasuk bagian dari orang
musryik secara mutlak karena allah Swt memisahkan antara keduanya dalam
banyak ayat seperti dalam surah al-Baiyinah ayat 1 dan 6 dan surah al-
Bagaroh ayat 105 dan dalam ayat lainnya yang lebih banyaknya lagi
membedakan antara Ahli-Kitab dan orang musryk dan oleh karena sudut
pandang ini tidak ada orang Ahli-Kitab itu termasuk dalam orang musrik

yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana dalam surah al-Bagaroh oleh
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karena itu antara kedua ayat tersebut tidak terjadi pertentangan keduanya, dan
pendapat ini perlu diteliti kembali.

Dan pendapat paling unggul bahwa Ahli-Kitab termasuk orang-
orang musyik secara mutlak baik dari prempuannya maupun dari laki-lakinya
karena mereka itu merupakan orang kafir yang musrik dengan tanpa ada
keraguan lagi oleh karena mereka dilarang untuk memasuki masjidil haram

sebagaimana dalam surah at-Taubah ayat:28
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“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang
musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam
sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka
Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya,
jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana’.

Apabila Ahli-Kitab disebutkan tidak termasuk orang musrik secara
mutlak maka seharusnya ayat ini tidak mencakup mereka nyata tidak seperti
demikian makanya dalam surah at-Taubah pada ayat 31 Allah mensifati
mereka semua termasuk orang-orang musrik karena orang Yahudi berkata
kalau Azir anaknya Allah dan orang Nasrani juga mengatakan kalah Isya
anaknya Allah oleh karena itu mereka termasuk pada orang-orang yang
musrik pada Allah.

Yang kedua: Bahwa ayat al-Maidah mentakhsis dari ayat al-
Bagaroh dan ayat takhsis wajib didahulukan seabagimana telah diketahui

didalam kitab-kitab ushul figh oleh karena itu sudah jelas bahwa Ahli-Kitab
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halal untuk dinikahi laki-laki muslim karena tidak termasuk musrik yang
dilarang untuk dinikahi menurut jumhur ulama dan bahkan pendapat ini telah
menjadi kesepakatan (Ijma’) para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam Kkitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah diatas, akan tetapi
meninggalkannya dan tidak butuh menikahi perempuan Ahli-Kitab itu lebih
utama sebagaimana perintahnya Sayyidina Umar terhadap Huzaifah dan Para
ulama Salaf karena menikahi perempuan Ahli-Kitab didalamnya nanti akan
ada mudharot dan bahaya terlebih lebih dizaman sekarang yang pemahaman
agamanya belum kokoh dan sedikit sekali laki-laki yang sholeh, ahli figh dan
faham agama dan bahkan lebih cendrung taat kepada istrinya dalam segala
hal oleh karena itu ditakutkan pada suaminya nanti akan ikut ke agama
istrinya yang Ahli Kitab dan lebih-lebih yang ditakutkan anaknya akan ikut

kepada agama istrinyas®.

C. Kontroversi Nikah Beda Agama Dalam Undang-Undang di Indonesia

Dinegara Republik Indonesia telah ditetapkannya Undang-Undang

Perkawinan yang menjadikan dasar hukum bagi setiap warganya untuk

melangsungkan pernikahan, dikutip di halaman Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undag Dasar Tahun 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, dan juga sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Tahun 1945.36 Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib

menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani,

35 Bin Baz, Majmu Fatawa, 59-60.
36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.
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dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut,
diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam Undang-Undang
Perkawinan, dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di
dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus
sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.3’

Secara umum, perkawinan beda agama memang tidak diatur secara
jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi,
untuk memperbolehkan nikah beda agama yang dijadikan landasan Undang-
Undangnya yaitu Pasal 2 Ayat 1 “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, karena ketentuan mengenai
perkawinan beda agama tidak diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang
tersebut, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya.
Sementara itu, dalam Pasal 66 KUUHP yang berbunyi,”Pencegahan perkawinan
ditangani oleh Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya terletak tempat
kedudukan Pegawai Catatan Sipil yang harus melangsungkan perkawinan itu.”?®
Ahli hukum menyatakan adanya kelayakan hukum, sehingga perkawinan beda

agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil. Artinya

37 www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2, diakses tanggal 22
Februari 2022.

38 R. Subekti, dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terj. (Cet 11: Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 1999),17.
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tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya menjalankan perintah yang
telah diputuskan oleh pihak Pengadilan Negeri, bukan untuk mengesahkan
pernikahan tersebut, akan tetapi untuk mencatat pernikahan yang telah diberi izin
pihak Pengadilan Negeri.3?

Dikutip pada halaman Jakarta, Humas MKRI - Mahkamah Konstitusi
(MK) tentang gelar pengujian materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Dalam sidang yang dilakuka pada hari Kamis
Tanggal 21 Juli Tahun 2022 yaitu tentang uji penjelasan Pasal 35 huruf A
Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, “Yang dimaksud
dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang
dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Penjelasan dari Pasal 35 huruf A
Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan nilai-
nilai filosofi konstitusional yang secara tersirat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Dasar “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. sehingga
sila pertama dalam pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dan juga dimaknai sebagai negara didasarkan pada
nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan

negara dan menyelenggarakan pemerintahan.40

39 Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,”Jurnal Ar-Risalah,
Vol. 14, No. 2, Desember (2014), 293-306.

40Utami Argawati, “Menguji Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-
UndangAdminduk”,https:/Mww.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18370#:~:text=%E2%8
0%9CBerdasarkan%20uraian%20di%20atas%2C%20perkawinan,16%20Tahun%202019%20tenta
ng%20Perkawinan,diaksestanggal 04 april 2023.
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Perkawinan beda agama di Indonesia yang dijadikan landasan hukum
untuk melakukan pernikahan beda agama yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang mana dalam
pasal ini menyatakan bahwa “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dalam pasal yang telah penulis
sampaikan tadi tidak dijelaskan perkawinan diluar hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya. Akan tetapi hanya sebatas perkawinan tersebut sah apabila
dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh agama yang dianut oleh
mempelai. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35
Huruf A yang mana setelah ditetapkan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang
Administrasi Kependudukan yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Tahun 1995 pada sila pertama, bertentangan juga dengan Undang-Undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan bertentangan juga dengan KHI pada Pasal 40
Huruf C dan Pasal 44. Kemudian dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia
No.1 Tahun 1974 tentang KHI Pasal 40 Huruf C dan pasal 44, disebutkan bahwa
dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena
keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam. Disini
sudah jelas bahwa aturan ini tidak boleh dilanggar, akan tetapi pihak pengadilan
harus mempersempit ruang lingkup apabila ada salah satu pihak yang ingin
mengajukan permohonan untuk di sahnya pernikahan beda agama yang ingin
meraka lakukan.

Undang-Undang tentang Perkawinan menitikberatkan pada hukum
agama dalam melaksanakan perkawinan, sehingga penentuan boleh atau tidaknya
perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Bila hukum agama tidak

memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak boleh pula menurut hukum
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negara. Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada ketentuan
agamanya, artinya negara juga harus tunduk pada aturan masing-masing agama.
Jika Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Huruf F tentang perkawinan, yang dijadikan
landasan hukum untuk melakukan pernikahan beda agama, artinya landasan
undang-undang tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun
1945.

Pasangan nikah beda agama perlu mendapatkan ketetapan hukum dari
pernikahannya. Seperti putusan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400
K/Pdt/1986menyatakan pasangan beda agama dapat meminta penetapan
pengadilan. Putusan tersebut menyatakan Kantor Catatan Sipil boleh
melangsungkan perkawinan beda agama karena tugas kantor catatan sipil
mencatat bukan mengesahkan. Akan tetapi agar dapat mencatatkan perkawinan di
Kantor Catatan Sipil, maka salah satu mempelai baik itu yang beragama Islam
maupun Non-Islam dapat memilih untuk menundukkan diri dengan salah satu
agama yang diyakini, artinya salah satu pihak harus mengikuti agama yang akan
mereak tetapkan, jika tidak maka pernikahan tersebut tidak dapat dilansungkan.
Kemudian jika permohonan pencatatan perkawinan dikabulkan oleh Kantor
Catatan Sipil maka perkawinan tersebut sah menurut hukum.*?

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan

atau kemanjuran. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari

penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau

41¢nhttps://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-hukum-nikah-beda-agama-di-
indonesia-It622f1094df3ef/?page=all, diakses tanggal 22 Februari 2022.
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dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan2. Membahas mengenai tentang
efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur
dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum atau aturan tersebut.

Hukum dan aturan dapat berjalan dengan efektif jika faktor-faktor yang
mempengaruhi hukum dan aturan tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.
Suatu hukum dan aturan perundang-undangan dan Konpilasi Hukum Islma yang
berkitan dengan larangan nikah beda agama akan efektif apabila warga
masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh
peraturan tersebut untuk mencapaikan sebuah tujuan yang akan dikehendaki
dalam aturan tersebut, maka efektivitas hukum atau peraturan dalam KHI Pasal 40
Huruf C tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan yang
berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegak Hukum”, dan sampai saat ini yang kita kenal dengan
istilah teori efektivitas hukum, yang mana dengan dengan menggunakan
pendekatan teori tersebut maka bisa diketahui penyebab aturan dan hukum
tersebut bisa efektif atau tidak efektif, dianataranya*s:

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Adanya hukum itu bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian

maupun memberi kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam

penerapan hukum dilapangan nantinya akan ada terjadinya pertentangan

42 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya,2013),
67.

43 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Cet-18,
(Depok: RajawaliPers, 2022), 8.
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antara kepastian hukum itu sendiri maupun keadilannya, yang mana adanya
pengkaburan hukum maupun aturan yang telah ditetapkan itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk suatu aturan dan hukum itu sendiri,
faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
lapangan. Bagian-bagian ini penegak hukum adalah aparatur penegak hukum
yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan
hukum secara proporsional, sehingga nantinya aturan yang telah ditetapkan
dalam KHI contohnya pada Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama
itu bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan boleh atau
tidaknya untuk melakukan pernikahan beda agama itu sendiri
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas ini mencakup tenaga manusia (penegak hukum) yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik serta pemahaman yang baik
atas hukum maupun peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga
peralatan yang memadai, Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka
mustahil penegakan hukum mencapai tujuan yang diinginkan itu tercapai
dengan baik. Sehingga sarana maupun fasilitas dan kemampuan juga sangat
perlu diperhatikan.
4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-

pendapat tertentu mengenai hukum?*. Faktor masyarakat ini juga bisa

44 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), 87.
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menjadi pemicu utama atura ataupun hukum yang telah ditetapkan tidak
berjalan dengan efektif, yang mana munculnya suatu permasalahan ini
disebabkan dengan minimnya pengetahuan masyarakat maupun edukasi
tentang larangan-larangan yang tidak boleh untuk dilakukan (pernikahan
beda agama).
5. Faktor kebudayaan

Yakni disebabkan banyakanya buda-budaya yang ada dilingkungan
penegak hukum itu sendiri (Indonesia) seperti hukum adat dan juga kebiasaan
masyarakat itu sendiri yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergaulan hidup masyaraka itu sendiri. Sehingga bisa terjadi pemicu
lemahnya aturan tersebut “Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C tentang
pernikahan beda agama”.

Dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini,
nantinya dapat Kkita ketahui kenapa aturan dan hukum tersebut belum berjalan
efektif, sehingga kita bisa mengetui kekutan hukum dan aturan yang telah
ditetapkan dalam undang-undang.

Sebenaranya membahas mengenai teori efektivitas hukum ini juga
dikemukan oleh beberapa ahli, artinya bukan Soerjono Soekanto saja akan tetapi
ada beberapa orang yang mengemukakan teori ini, seperti halnya Bronislav
Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

Bronislav  Malinoswki mengemukakan mengenai teori tentang
efektivitas hukum ini, yang mana Teori efektivitas pengendalian sosial atau

hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu*®:

45 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi, (Jakarta : RajawaliPress, 2013), 375.
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masyarakat modern.

masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang
perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di
bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat
modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

Dan pandangan lain tentang teori efektivitas hukum yang dikemukan

oleh Clerence J Dias mengatakan Sistem hukum yang efektif dapat digambarkan

sebagai sistem yang di dalamnya terdapat tingkat kesesuaian antara aturan hukum

dan perilaku manusia. Dengan demikian keefektifitasan hukun dan aturan

tersebut dapat dilihat dari®:

1.

2.

Kejelasan sistem hukumnya.

Pengetahuan publik tingkat tinggi tentang isi aturan hukum

Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif. Sebuah administrasi
yang berkomitmen Kketerlibatan dan partisipasi warga dalam proses
mobilisasi

Mekanisme penyelesaian sengketa yang keduanya mudah diakses oleh
publik dan efektif dalam penyelesaian sengketa mereka dan.

Persepsi yang tersebar luas oleh individu tentang keefektifan aturan dan
institusi hukum.

Sedangkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni

Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut*’:

46 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi

Perda dan Retribusi, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011),

71.

47Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum, 303.
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Hukum dan aturan akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan

penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat

menghilangkan kekacauan. Hukum dan aturan yang efektif secara umum dapat

membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk

melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum

akan sanggup menyelesaikan.

Ketika kita membahas mengenai keefektivitasan hukum maka yang

harus kita ketahui yaitu sebatas mana hukum dan aturan itu di mengerti dan tidak

dimengerti oleh masyarakat, sehingga suatu aturan dapat dikatakan efektif dilihat

dari kepengetahuai masyarakat terhadap aturan dah hukum itu sendiri.

E. KarangkaBerpikir

Table 0.7Karangke Berfikir

PASAL 40 KHI HURUF

PFRNIKAHAN BFDA

DESA

QI NA/ADRI

TEORI
FFEKTIVVITAS

HUKUM

PENEGAK
HUKUM

KEBUDAYAAN

LINGKUN

FASILAT

Dari table karangka berpikir diatas yang telah penulis sampaikan, mulai

dari Pasal 40 KHI Huruf C sampai dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono
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Soekanto, yang mana pada saat pengimplementasianya dengan Pasal 40 KHI
Huruf C vyaitu dengan cara membandingkan setiap putusan-putusan Hakim
Pengadilan Negeri tentang putusan mengenai pernikahan beda agama dengan
menggunakan lima pendekatan yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
dalam Teori Efektivitas Hukum.

Sehingga efektif atau tidaknya suatu aturan mengenai pernikahn beda
agama nantinya bisa dilihat setelah penulis analisis dengan menggunakan lima

pendekatan yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut.



BAB 111
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang
menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system
norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan
sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku
masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara
sosial*®.

Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan Jenis penelitian,
penelitian lapangan (Field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung
ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang
dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni
prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati*°.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat
deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian
secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat secara

teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha

48Mukti FajarND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Hukum Empiris, (Yogyakarta: PustakaPlajar,2010), 34
43S, Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 36.
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mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya
merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data®°.

Peneliti atau penyusun langsung mengadakan pendekatan kepada
narasumber baik itu dari pihak Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama,
maupun tokok agama di Kabupaten Malang, yang kiranya nanti kami butuhkan
data-data informasi yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

Dalam penelitian  deskriptif ini  penulis berusaha mencatat,
menganalisis, dan menginterpretasi kondisi yang ada. Artinya, mengumpulkan
informasi tentang keadaan yang ada dengan variabel yang menjadi indikasi dalam
penelitian ini.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala
sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian,
prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu
semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala
sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang dalam penelitian ini. Dalam
keadaan waktu yang serba tidak pasti dan tidak menentu, tidak ada pilihan lain
dan hanya penulis sebagai peneliti ini sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat

mencapai tujuan hasil yang diinginkan®?.

50Noeng Muhayjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. VI11; Yogyakarta: Rake Sarasin,
1996), 49. Lihat juga Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Edisi
Revisi (Cet. VIII; Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), 10.

51Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan,(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),
(Bandung: Alfabeta, 2013),h,306
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C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri
Kabupaten Malang Jatim. Untuk meneliti permasalahan dilapangannya mengenai
pengimplementasian Pasal 40 Huruf C disini penulis akan melakukan tarjun
lansung dilapangan tentunya, yang mana penulis akan mengambil sedikit
informasi dari pihak Pengadilan Negeri dan para tokoh agama (islam) yang mana
mereka paham betul terhadap larangan nikah beda agama dan
pengimplementasian nya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu data
primer, dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data
lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu pihak Pengadilan
Negeri, Kantor Urusan Agama, dan tokoh agama (islam). Yang memberikan
jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang peneliti ajukan. Kemudian diperoleh
juga dari para informan. Informan adalah satu orang atau beberapa orang yang
memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang
mereka ketahui. Data primer ini juga terkadang peneliti temukan dari beberapa
orang sarjana yang mengerti dengan penelitian penulis mengenai pernikahan beda
agama.

Data sekunder penelitian ini adalah data dalam bentuk dokumen yang
berkaitan dengan penelitian yaitu: Beberapa undang-undang atau peraturan yang

berkaitan dengan nikah beda agama yang sekiranya nanti penulis butuhkan untuk
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pelengkapan data dalam penelitian penulis ini. Artikel, Literatur, dan jurnal-
juranal terkait lainnya. Sumber data yang peneliti gunakan adalah berasal dari data
lapangan yang peneliti peroleh , baik itu dari responden, informan, penjelasan
para sarjana sosial dan sarjana hukum, serta dokumen-dokumen penting yang
terkait lainnya.
E. Pengumpulan Data
Untuk menyelesaikan proses penelitian ini, tentu kita perlu tahu

bagaimana cara untuk memperoleh data-data yang kita perlukan, sehingga
mempermudah untuk menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan fokus
penulis, Dalam pengumpulan data di lapangan, penyusun menggunakan metode
pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu
wawancara, kuesioner dan dokumentasi atau kolaborasi antar ketiga tekhnik
tersebut.

1. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua

orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung

mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti>2.Hal senada

diungkapkan Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu®s.

52 Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya, (Cet. Ill; Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2005), 114.

53 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. XVII; Bandung: Remaja
Rosdakarya,2002),135.
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Wawancara yang dilakukan penulis adalah, wawancara langsung secara
mendalam dengan para pihak responden yaitu pihak Pengadilan Negeri
Kabupaten Malang maupun sarjana hukum yang memahami dengan penelitian
penulis yang berkaitan dengan Pasal 40 KHI Huruf C mengenai larangan
nikah beda agama. Yang mana nantinya menjadi sampling penelitian yang
akan penulis lakukan.

2. Kuesioner

Melalui kuesioner sebagai salah satu instrumen penelitian, peneliti bisa
mendapatkan tanggapan dari responden lebih jelas secara tertulis terhadap
penelitian yang dibahas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap
dari penggunaan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif°4.

Bahwa bentuk dokumentasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini
adalah bahwasanya disini penulis akan melakukan penelitian secara kepustakaan
melalui putusan-putusan pengadilan negeri seindonesia yang kasusnya itu adalah
pernikahan beda agama, dari kasus inilah nantinya penulis akan menganalisa
faktor-faktor yang menyebabkan Pasal 40 KHI Huruf C efektif atau belum efektif.
F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya diolah dengan

menggunakan analisis interpretatif (kualitatif). Proses analisis data dilakukan

54 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: Indobis
Media Centre, 2003), 106.
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melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan®®.

1. Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses
pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang
diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan
sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data.

2. Tahap kedua adalah melakukan penyajian data. Penyajian data yang
dimaksudkan adalah menyajikan data yang sudah diedit dan diorganisasi
secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif.

3. Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu, merumuskan
kesimpulan setelah melakukan tahap redukasi dan penyajian data.
Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis
mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek
penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Di samping
metode induktif, penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu dengan
menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada

kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka
untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya,
kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh

peneliti sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Hal ini perlu dilakukan

55 Ahmad, Dasar-dasar Metodologi, 106.
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dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh penulis sehingga
mengandung nilai kebenaran.

Usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data dapat dilakukan
dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan
sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Menurut Denzim dan Moleong dikatakan bahwa ada 4 (empat) macam
triangulasi, dimana memanfaatkan :

1. Sumber, dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil
pengamatan dan data hasil wawancara. Membandingkan perkataan
informan di tempat dengan perkataan secara pribadi. Membandingkan
hasil wawancara dengan dokumen.

2. Metode, dapat dilakukan dengan cara pengecekan hasil penelitian
beberapa pengumpulan data. Pengecekan beberapa sumber data dengan
metode yang sama

3. Penyidik, yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya
untuk keperluan pengecekan kembali derajat data.

4. Teori, dilakukan untuk memberikan penjelasan banding (rivalexplanation)
terhadap penjelasan yang muncul dari hasil analisis®®.

5. Dari beberapa macam triangulasi di atas, peneliti hanya mengambil jenis

triangulasi sumber dan metode.

56 Moleong, Metodologi Penelitian, 330-331
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BAB IV
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Keadaan dan Kondisi Geografis Desa Suwaru

1. Desa Suwaru Kabupaten Malang

Desa Suwaru adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pegalaran dan
termasuk dalam ranah admininstrasi Kabupaten Malang, berdasarkan data yang penulis
kutip dari Badan Pusat Statistic Kecamatan Pagalaran. Desa Suwaru ini memiliki luas
sepanjang 2,65 km2 dengan jumlah penduduk 1895 jiwa®’. Didalam Desa Suwaru ini
terdiri dari dua Dusun yakni Dusun Recobanteng dan Dusun Krajan. Untuk perbatasan
wilayah Desa Suwaru ini memiliki batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Desa
Clumprit, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kademangan, sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Sungai Lesti dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa
Pagelaran. Secara terperinci berikut penulis sertakan tabel batas wilayah Desa Suwaru
Kabupaten Malang:

Tabel 0.8 Batas Wilayah Desa Suwaru Kabupaten Malang

No Batas Wilayah
1 Timur Desa Clumprit
2 Barat Desa Kademangan
3 Selatan Desa Sungan Lesti
4 Utara Desa Pagelaran

Adapun Desa Suwaru ini memiliki warga dengan jumlah penduduk berdasarkan
agama dengan dominasi Kristen 1307 jiwa, Islam 568 jiwa, Katolik 19 jiwa, Hindu 0 jiwa
dan Budha 1 Jiwa. Jika kita akumulasikan jumlah penduduk dengan indek kayakinan
beragama yang berada di Desa Suwaru dengan presentase 68,97% masyarakat beragama

Kristen, 29,97% beragamaa Islam, dan 1,00% beragama Katholik, Hindu 0,00% dan

57 Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018, (Malang: Badan Pusat Statistik,
2018),24.
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Budha 0,03%.%8 Untuk memudahkan pembaca disini penulis sertakan tabel jumlah
presentase penduduk Desa Suwaru berdasarkan agama dan kepercayaan warga setempat.

Table 0.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan

No Agama Kepercayaan Persentase
1 Kristen 68,97 %
2 Islam 29,97%
3 Katholik 1,00%

4 Hindu 0,00%

5 Budha 0,03%

Dari hasi data diatas mengenai persentase jumlah pemeluk agama yang di anut
oleh warga masyarakat Desa Suwaru Kabupaten Malang, yang mana jumlah terbanyak
pemeluk agamanya yaitu agama Kristen, sehingga dengan jumlah yang lebih unggul dari
pemeluk agama Islam di Desa tersebut sehingga mudahnya kerentanan terjadinya
pernikahan beda agama.

Untuk sarana fasilitas peribadatan di Desa Suwaru memiliki 1 (Satu) Masjib 3
(Tiga) Langgar atau musholla, 1 (Satu) Gereja Kristen Jawi Wetan, dan 1 (Satu) Gereja
Pantekosta, berikut penulis sertakan tabel dibawah ini.

Tabel 0.10 Jumlah Tempat Peribadatan Desa Suwaru

No Sarana Peribadatan Jumlah
1 Masjid 1
2 Langgar / Musholla 3
3 Greja Kristen Jawi Wetan 1
4 Greja Pantekosta 1

Sementara di Desa Suwaru sarana atau prasarana pendidikan terdiri dari
Taman Kanak-Kanak dengan jumlah gedung 1, sementara untuk Sekolah Dasar

Negeri/Sederajat berjumlah 1 untuk pendidikan Paud berjumlah 1, sedangkan jumlah

58 Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018, 50.
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penduduk berdasarkan pendidikan Tamat SD dengan persentase 3%, Tamat SMP 60%
untuk tingkatan tamatan SMA 17% dan lulusan dari Perguruan Tinggi dengan
persentase 20%°°. Dari data yang penulis peroleh ini dapat kita ketahui bahwa
rendahnya tingkat pendidikan yang terjadi di Desa Suwaru yang mana dengan
pengenyaman tingkat pendidikan di masa SMP dengan jumlah persentase 60%
dibandingkan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan lainnya. Berikut penulis
cantumkan tabel persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya:

Table 0.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk
1 Sd 3%
2 Smp 60%
3 Sma 17%
4 Perguruan Tinggi 20%

B. Paparan Data
1. Kasus Pernikahan Beda Agama
Akhir-akhir ini kita sering dihebohkan dengan pernikahan beda agama, yang
mana banyak sekali praktek-praktek pernikahan beda agama, khususnya di Indonesia, dan
juga pada beberapa tahun yang lalu pernikahan beda agama ini juga mendapatkan
penetapan hakim seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, sampai dimana
pernikahan beda agama itu dikabulkan oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan
beda agama.
Perihal boleh atau tidaknya untuk melakukan pernikahan beda agama, dalam

perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

59 “Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Suwaru”,
http://desasuwarukknunikama.blogspot.com/2016/08/kondisi-dan-potensi-wilayah-v.html, diakses tanggal 29
Mei 2023
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Perkawinan dan juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun

1991 tentang KHI. Yang termaktub dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44, Artinya,

beragam ketentuan harus sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

yang menjadi syarat mutlak dalam melangsungkan suatu pernikahan®®. Yang mana dalam

pasal ini secara tegas mengatakan bahwa Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang

Maha Esa.

Pernikahan beda agama ini juga pernah terjadi di Desa Suwaru Kabupaten Malang,

yang mana dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat 6

kasus pernikahan beda agama. Dengan pelaku perempuan beragama Islam 4 (empat)

orang dan laki-laki 2 (dua) orang. Berikut penulis cantumkan table dibawah ini:

Tabel 0.12 Klasifikasi Agama Pelaku Pernikahan Beda Agama

No | Inisial | Laki-laki Agama Inisial | Perempuan Agama
1 Dk L Kristen Df P Islam
2 Rd L Kristen Yl P Islam
3 Zr L Kristen Nd P Islam
4 Ks L Kristen Yl P Islam
5 Ng L Islam Ds P Kristen
6 Pr L Islam Sp P Kristen

Sebagai penguat data punulis melakukan wawancara dengan penduduk setempat

perihal penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Desa Suwaru.

“Desa Suwaru ini luas mas, ya wajar lek seumpama ada warga sekitas

yang melakukan pernikahan beda agama, kalua yang saya tau ya dalam

agama kita islam ini gak boleh, ya mau gimana lagi kalua orang-orang

60Praditya Fauzi Rahman, "Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda Agama Dianggap Langgar
UUD 1945", selengkapnya https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6573192/putusan-pn-surabaya-
kabulkan-nikah-beda-agama-dianggap-langgar-uud-1945, diaksestanggal5 Juni 2023.
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udah cinta apapun caranya ya bakal mereka lakukan, terkait dengan sah
atau tidaknya pernikahan yang mereka lakukan kita gak tau, sistemnya
bagaimana nikahnya itu. Apalagi di Desa Suwaru ini mayoritas
penduduknya juga orang-orang Kristen, ya wajar kalau pernikahan
beda agama itu bisa terjadi, mustahil lek gak ada yang suka satu sama
lain, baik itu dari orang kita sendiri yang islam ataupun dari orang-
orang meraka (Kristen), dan juga didesa sini Cuma domisili oleh orang-
orang islam itupun Cuma dua (2) Rt, ya wajarlah kalua pernikahan
beda agama disini rentan untuk bisa terjadi, dan syukur-syukurnya lagi
kita mas, ya alhamdulillah warga-warganya ya pada rukun, yang
penting itu sih mas .61

Dalam hasil wawancara penulis dengan penduduk setempat terkait dengan
penikahan beda agama yang terjadi d Desa Suwaru, penulis akan memaparkan beberapa
faktor diantaranya :

a. Faktor lingkungan sosial.

Sebagai mahluk sosial, dalam kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari
yang interaksi satu sama lain, sehingga dalam kehidupan sehari-hari setiap
perorangan akan mempengaruhi baik itu sikap maupun perilaku seorang dimana
seseorang itu berbaur, sehingga faktor dari lingkungan sosial juga bisa mempengaruhi
pola pikir dan pemahaman seseorang, seperti hal data yang penulis dapatkan dengan
penduduk setempat yakni dalam hasil olah data wawancara, menunjukkan bahwa
faktor utama terjadinya pernikahan beda agama di Desa Suwaru yakni interaksi
sosial. sebab mayotitas penduduk di Desa suwaru kebanyakan meraka adalah dari
kalangan kristen, dan juga jumlah warga yang beagama islam yakni terdiri hanya 2 rt.
Sehingga kondisi tersebut memungkinkan adanya perkawinan beda agama karena
antar masyarakatnya tidak membatasi komunikasi dan interaksi berbasis agama dan

juga dalam kehidupan sehari-hari warga setempat juga berjalan damai tampa adanya

61 Syahrawi selaku ketua yayasan TPQ, “Wawancara ”(Suwaru.2 September 2023).
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perselisinan satu sama lain. Dan dalam lingkungan sosial masyarakat setempat antar
umat beragama disana juga akur dan tidak ada pembatasan komunikasi antar umat
beragama, sehingga memungkinkan pemahaman baru masyarakat terhadap nikah
dengan seorang berlainan agama itu tidak masalah, selagi satu sama lain bisa akur dan
saling menyayangi sesama pasangannya.
Hal serupa juga disampaikan dalam Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia dalam
Pasal 16 yakni menyebutkan bahwa Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan
tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan
untuk membentuk keluarga.62
Berdasarkan landasan Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia, maka pernikahan
beda agama yang terjadi di Desa Suwaru sangat memungkinkan terjadinya pernikahan
antar umat beragama, melihat dari latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan,
meski berlatar belakang agama dan keyakinan yang berbeda, dalam lingkungan
masyarakat setempat tetap hidup rukun dan aman, tanpa adanya perselisihan.
b. Faktor adanyarasa cinta dengan pasangan
Di awali dengan firman Allah Swt, dalam ayat al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat

21 disebutkan:

f&/& }/0/ s - /0/‘ a‘-}} n’w L;_‘/‘I/T c} {./T o w 1 /.,//. °~/T -‘/‘/ o -
B33 oo ey ) S B Sl 3n SOl O sl s
St o3 e d 5 (3 O] 4o

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir.(QS. Ar-Ruum:21)83

62 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16.
83«Tafsir Web Surat Ar-Rum Ayat 217 https:/tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html.
diakses,tanggal4 Juni 2023.



https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html

72

Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan beda agama di
Desa Suwaru yakni adanya rasa cinta, dalam menjalin sebuah hubungan berumah
tangga rasa cinta merupakan sebuah pertimbangan yang menjadikan rumah tangga
yang kekal, sehingga memungkinkan kecil terjadinya perceraian. Dalam hasil
wawancara penulis dengan pelaku nikah beda agama yang terjadi di Desa Suwaru
Kabupaten Malang. Seperti yang telah disampaikan oleh:

Pr. “seingat-ingat saya dulu awal mulanya ya biasa aja mas, hamanya
anak muda ya, mesti lek kumpul-kumpul sama teman-teman, nah
kebetulan istri saya ini satu tongkrongan juga sama kami, jadi ya awal
nya ya biasa-biasa aja mas, ya lama-lama kok malah suka gitu sama dia
(istrinya), mungkin udah kenal lama juga ya akhirnya kita memutuskan
pacaranlah, namanya juga senang ya mas, kita gak mikir gimana
kedepannya gitu, yang penting kita bisa bersama, waktu itu mikirnya gitu
(sambal ketawa) .64

Kemudian dalam hasil wawancara penulis dengan pelaku niikah beda agama,
hal serupa juga disampaikan oleh saudari Df berikut ucapannya:

Df. “Kulo siyen rabi kaleh bapak niku nggeh sami-sami seneng. Asline
nggeh bedo dusun mas omahe. Tapi kok mesti ketemu teng dalan, ajenge
neng pasar. Suwe-suwe nggeh kenalan. Nggeh goro-goro seneng niku
mas, wong loro nikah liyane ngoten kulo pengen mandiri. Keluarga,
tonggo-tonggo nggeh rodok piye ngono mas, tapi dilakoni tiyang kaleh.
Kulo siyen nikah biasa dateng tokoh agama sing dipilih bapak (suami),
trus teng disduk (konteks sekarang), dicatet. Sampun. Mari ngoten, pindah

rumah. Mboten nderek wong tuo kaleh morotuwo”.%°

Dari hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku, dapat Kita
pahami bahwa pasangan suami istri ini pengen nikah karena sama-sama suka,
walaupun mereka itu berbeda desa, waktu mau pergi kepasar pasti ketemu, dalam

proses dengan seringnya pertemuan mereka, akhirnya kenal satu sama lain, gara-

64 Pr. "Wawancara ”di rumah (Suwaru, 2 September 2023).
65 Df "Wawancara” di rumah (Suwaru, 2 September 2023).
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gara suka akhirnya memutuskan untuk menikah, itupun kehendek mereka sendiri,
walaupun dianggap aneh oleh tetangga (faktor beda agama), dan menikahpun
dipilih oleh orang tua untuk datang ke tokoh agama, sesuai dengan agama yang
dipilih, kemudian minta pencatatan di Dukcapil, dan mereka memilih pindah

rumah setelah menikah.

c. Faktor pendidikan

Dilihat dari gambaran data yang penulis ambil dari Badan Pusat Statistik,
Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018 jika disimpulkan bahwa tingkat pendidkan
di Desa Suwaru masih tergolong rendah, yang mana tingkat pendidikan dengan
presentase tertingga hanya lulusan SMP yang mencapai 60% dan lulusan Perguruan
Tinggi dengan presentase 20%. Melihat dari data yang penulis cantumkan
mengidentifikasi bahwa tingkat pendididikan di Desa Suwaru masih tergolong sangat
rendah, sehingga dengan pemahaman yang minim dengan ilmu pengetuan baik itu
pendidikan formal maupun pendidikan agama, sehingga memungkinkan timbul
kerentanan terjadinya pernikahan beda agama, dengan sebab minimnya pengetahuan
masyarakat terhadap hukum.

Dan juga dalam hasil wawancara penulis dengan peneliti sebelumnya, yang
mana dalam penelitinnya tersebut juga tidak menemukan penetapan hakim sebagai
bukti diperbolehkan pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru tersebut.
Sehingga memungkin pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pelaku nikah beda
agama tidaklah tercatat di Dukcapil, seperti hal nya yang telah disampaikan oleh
pelaku nikah beda agama dalam hasil wawancara, mereka menyampaikan bahawa :

Pr (suami) dan Sp (istri), “memang dulu waktu kami menikah tidak
melalui pengadilan mas, yang kami pikir itu hanya mempersulit aja,

ujung-ujungnya uang, makanya, kami menikah waktu itu tidak melapor ke
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pengadilan. Tapi sekarang kami sudah mengajukan permohonan ke
pengadilan untuk mengesahkan pernikahan kami”.%®

Hal serupa juga disampaikan oleh saudara Dk (pelaku nikah beda agama)
dalam hasil wawanacar penulis dengan pelaku, mereka menyampaikan bahwa:

Dk."memang benar saya sama istri dulu nikah memang beda agama mas,
tapi kami tetap berpegang dengan keyakinan agama masing-masing,
itupun orang tua waktu itu juga setujulah, walaupun agak berat gitu mas
ya, mau gimana lagi, ini udah bulat keputusan saya, sehingga waktu
nikahpun kami tidak izin ke pengadilan, ya namanya juga orang desa ya
mas, yang Kkita pikir itu prosesnya pasti sulit kalua udah dipengadilan,
tapi ya alhamdulillah sekarang saya sudah muallaf ikut agama istri.6”

Dalam hasil wawancara penulis dengan pelaku pernikahan beda agama yang
terjadi di Desa Suwaru tidak melalui pengesahan Pengadilan Negeri maupun
pencatatan di Dukcapil waktu mereka menikah. Dan faktor yang menyebabkan
mereka enggan untuk melalui penetapan hakim mereka tidak mau dipersulitkan
dengan masalah administrasi, dan juga mungkin dari pandangan masyarakat terhadap
pengadilan membuat mereka berfikir dua Kkali perihal sulitnya ijin untuk
melangsungkan pernikahan beda agama (dipersulitkan). Akan tetapi setelah sekian
lama menikah, salah satu diantara pelaku ada yang berpindah keyakinan dari agama
Kristen ke agama islam.

Menyikapi hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan pihak
Pengadilan Negeri Kepanjen. Pada hasil wawancara dengan beliau bapak Gesang
selaku hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, dalam hasil
wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Pernah saya menangani kasus seperti perceraian, pernah ada suatu
ketika seorang penggugat yang melakukan perceraian itukan non Muslim,

tapi ia berhijab, pas saya tanya katanya dulu saya nikah dengan orang

66 Pr “Wawancara”. dirumah (Suwaru, 2 September2023).
67 Dk, “Wawancara”.dirumah (Suwaru, 4 September 2023).
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Kristen kemudia ada cekcok dan lain sebagainya, kemudia saya memilih
bercerai saya kembali Islam, sehingga dari kasus yang saya terangkan ini,
dihubungkan dengan pertanyaan anda, maka tidak bisa”.

Artinya untuk menjadikan perkawinan yang sah Undang-Undang
Perkawinan 1974 itukan dicatat Akte Pernikahan atau Buku Kitipan
Nikah, nah kalau itu berarti tidak bisa nikah dengan tata cara muslim
dulu baru kemudian dengan tata cara nonmuslim itu tidak bisa, karena
yang saya sampaikan itu ril penggugat berhijab. Inilah kenapa nikah itu
harus satu agama, untuk menentukan dimana nanti tempat diajukan
percerain, kalua ia nikah secara Islam maka proses perceraiannya di PA
kalua secara Kristen maka percraiannya di PN.

Mengenai perihal hal tersebut jika terjadinya suatu perkawinan beda agama
akan tetapi tidak melalui penetapan hakim dan tidak tercatat di Dukcapil, kemudian
penulis dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten
Malang menuturkan bahwa:

“Permasalahannya disini menikahnya beda agama antara Islam dan non
Islam. Contohnya seperti inisial (JM) itukan beda agama antara Islam
dan non Islam, tapi kita ngomong penyeludupan hukum lo vya,
kemungkinan salah satu pihak pindah ke agama salah satu pasangannya,
jadi karena tidak mungkin menyalahi Undang-Undang Dasar maka tidak
bisa terbit buku nikahnya, dan juga saya bilang bahwa pernikahan ini ada
Hukum Administrasi Negara ada Hukum Perdata dan ada Hukum
Masing-masing Agamanya, kalaa ia tidak memenuhi syarat ini, inikan
kumulatif, kalau ia beda agama bagaimana, nah timbul permasalahan

Misalkan anda membahas disini contoh kasus perkawinan beda agama
orang Indo dengan orang Luar Negeri misalnya. Kan ada tu diluar
negeri nikahnya dan meminta pengesahannya disini (PN), kalua Cuma
pengesahan kan yang berwenangkan PN, karena ada yang namanya
pengesahan  perkawinan di  Adminduk Undang-Undang Dinas
Kependududkan itu PN, syaratnya dia bisa menunjukkan bukti bahwa
mereka telah menikah secara resmi, resminya itu diluar negeri, kitakan

gak tau istilah legalitasnya beliau gak tau.
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Cuma spesialisnya pada saat perkawinan, sampean boleh menikah tapi
sama satu agama masing-masing kalaupun mau berbeda makanya kita
namakan penyeludupan hukum.

Jadi maksut pembuat Undang-Undang itu, itu. Maka tidak boleh menikah
dengan tata cara agama masing-masing. Pertama nikah secara Islam
kemudian menikah secara Kristen, itu tidak boleh, karena nanti itu bisa

kacau dalam penetapan hukumnya, maka merujuk pada Undang-Undang

1974 salah satunya harus pindah agama 58

Kenyataan yang kita amati dan kita alami sampai saat ini perihal pernikahan
dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus perihal
pernikahan beda agama, yang mana kasus ini semakin marak terjadi dikalangan warga
masyarakat Indonesia. Secara umum mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia telah
mengatur tentang dasar-dasar perkawinan yang sah secara negara yang berkedaulatan
Republik Indonesia, yang peraturan ini termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan
yang mana di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan ditekankan bahwa mengenai pengertian perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang
maha esa.

Pada peraturan yang ditetapkan sebagai acuan dalam melangsungkan
pernikahan yang sah menurut hukum perkawinan di Indonesia, nyatannya tidak
selaras dengan keinginan dan harapan seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang
Perkawinan di Indonesia Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Dan itu semua tidak selaras dengan realita yang terjadi dilingkungan warga

68 Gesang Yoga Madyasto, wawancara (Pengadilan Negeri Kepanjen, 19 Mei 2023)
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masyarakat sekarang, yang mana maraknya terjadi pernikahan antar umat yang
berbeda keyakian (beda agama).

Menitik fokuskan pada tulisan penulis ini yang mana terkhusus pada
pandangan islam, yang mana dalam KHI pada Pasal 2 menyatakan perkawinan
menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan
ghalidzan untuk mentaati perintan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Pada Pasal 3 KHI, adapun tujuan dalam perkawinan ialah untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.9

Dari hasil wawancara tersebut terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di
Desa Suwaru Kabupaten Malang. Pernikahan beda agama yang terjadi di Desa
Suwaru dikhwatirkan pada saat terjadinya perceraian yang mana tatkala jika
dilakukan pernikahan nya dua kali pertama secara Islam dan yang kedua secara
Kristen maka secara negara pernikahan tersebut tidak sah, karena pernikahan tersebut
harus terdaftar di Dukcapil, jika pernikahan yang mereka lakukan ini ingin diakui dan
sah secara negara salah satunya itu harus memeluk agama yang mereka pilih baik itu
mereka memilih agama Islam maupun agama Kristen, maka dari itu untuk
mendapatkan pengesahan pernikahan mereka untuk diterbitkannya buku nikah yaitu
melalu pengesahan dari Pengadilan Negeri untuk diterbitkan buku nikah dan dicatat
secara sah di Dukcapil, jika pernikahan tersebut tidak melalui pengadilan besar
kemungkinan ada yang namanya penyeludupan hukum.

Penyeludupan hukum itu macam-macam ada yang nikahnya diluar negeri ada
yang satunya masuk ke agama yang satunya baru nikah. Yang mana kebebasan
beragama juga di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi mengacu pada

Konpilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf jo Pasal 44 maka dari itu tidak boleh menikah

69Salinan ”"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen
Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
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dengan tata cara agama masing-masing. Pertama nikah secara Islam kemudian
menikah secara Kristen, itu tidak boleh, karena nanti itu bisa kacau dalam penetapan
hukumnya, maka merujuk pada Undang-Undang 1974 salah satunya harus pindah
agama.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C Tentang Pernikahan Beda Agama

Pada dasarnya perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang telah
dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan mengenai hukumnya boleh atau tidak untuk
melakukan perkawinan beda agama itupun telah singgungkan didalam al-Qur’an dan juga
telah dikembangkan oleh para imam mazhab, untuk menetapkan boleh atau tidaknya
untuk melakukan perkawinan beda agama, dengan penetapan dan pandangan yang
berbeda-beda dari imam mazhab tersebut.

Kendati demikian seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan beda agama
masih terjadi dikalangan warga masyarakat khususnya di Indonesia, yang mana masih ada
warga yang melakukan perkawinan beda agama, baik itu dari kalangan laki-laki maupun
kalangan perempuan, terfokus pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang mana
Undang-Undang ini yang menjadi acuan dasar hukum dalam perkawinan setiap
warganya. Pada dasarnya mengenai boleh atau tidaknya untuk melakukan perkawinan
bedaagama itu telah tetapkan hukumnya di KHI, Meskipun KHI bukanlah suatu Undang-
Undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun disahkan oleh
presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai
hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan
rujukan. Sebagaimana yang bunyi Pasal 40 Huruf C dilarang melangsungkan perkawinan

antara seorang pria dengan seorang wanita dengan keadaan tertentu “Seorang wanita
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yang tidak beragama islam” dan lanjutkan lagi dalam Pasal 44 “Seorang wanita Islam
dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.70

Pada kenyataanya dilapangan dilingkungan masyarakat yang penulis kumpulkan
dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis mengumpulkan
beberapa Penatapan Hakim Pengadilan Negeri di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya
sebatas penetapan hakim saja yang penulis temukan, ada juga permohonan pencatatan
untuk disahnya pernikahan beda agama, yang mana terlebih dahulu para pelaku
melakukan pernikahan beda agama, baik itu mereka lakukan di gereja maupun dimasjid
yang mana nantinya mereka gunakan surat pernikahan yang telah dilakukan tersebut.
Untuk mendapatkan pengesahan nikah beda agama yang mereka lakukan melalaui
penetapan hakim untuk disahkan dan dicatat di Dukcapil. Dari bukti yang penulis
temukan di Direktorat Putusan Mahkamah Agung di Indonesia. Maka dari itu
menunjukakan bahwa ini bisa dijadikan bukti masih ada warga yang melakukan
perkawinan beda agama. Meninjau hal yang demikian itu untuk menunjukkan bukti maka
penulis muatkan beberapa penetapan hakim dalam tabel dibawah ini yang penulis ambil
dari wilayah yang berbeda-beda.

Table 0.13 Penetapan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Pihak
No No Perkara Alamat Keterangan
P.I P.11

1 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. | Pemohon | Pemohon | Surabaya Kabul

2 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp. | Pemohon | Pemohon | Balikpapan | Kabul

3 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. | pemohon | pemohon | Pontianak | Kabul

4 26/Pdt.P/2020/PN.Pwr. | Pemohon | Pemohon | Purwokarta | Kabul

70 Kompilasi Hukum Islam Pasal40 Huruf C danPasal44.
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5 29/Pdt.P/2019/PN.Gin. | Pemohon | Pemohon | Gianyar Kabul

6 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. | Pemohon | Pemohon | Bandung Kabul

7 454/Pdt.P/2018/PN.Skt. | Pemohon | Pemohon | Surakarta Kabul

8 367/Pdt.P/2019/PN.Skt. | Pemohon | Pemohon | Surakarta Kabul

9 186/Pdt.P/2018/PN.Skt. | Pemohon | Pemohon | Surakarta Kabul

10 | 403/Pdt.P/2019/PN.Skt | Pemohon | Pemohon | Surakarta Kabul

11 122/Pdt.P/2020/PN Pti Pemohon | Pemohon | Pati Kabul

Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Repubik Indonesia

Berdasarkan data pada tabel yang telah penulis kemukakan diatas yang penulis
ambil pada halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana
masih banyak penetapan-penetapan hakim yang berkaitan dengan nikah beda agama,baik
itu permohonan pengesahan maupun permohonan untuk diterbitkan atau disahkan nikah
beda agama dengan tercatat di Dukcapil. Sehingga melihat dari data tabel yang telah
penulis kemukakan diatas, menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia
masih banyak terjadi, berkaitan dengan Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 perihal larangan
nikah beda agama itu masih diabaikan, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah
menegaskan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang akan tetapi dalam
pengimplementasian pasal tersebut belum seutuhnya terjalankan, yang mana bisa dilihat
padatabel yang telah penulis sampaikan diatas.

Seperti halnya data dokumen yang diterbitkan pada halaman Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya dengan Nomor Registrasi 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, kemudian Penetapan Hakim
Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Registrasi 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. dan juga
ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Registrasi

26/Pdt.P/2020/PN.Pwr. dan masih banyak lagi Penetapan hakim Pengadilan Negeri yang
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berkaitan dengan ijin pernikahan beda agama, seperti pada Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Balikpapan dengan Nomor Registrasi 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp dengan tanggal
permohonan di Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 September 2021 yang
mana Pemohon tersebut bernama Andri Suryawan sebagai Pemohon | dan Yusnia
Estianti sebagai PemohonllI.

Kedudukan perkara para Pemohon 1 dan Il telah lama menjalin cinta dan tidak
ada masalah dengan perbedaan keyakinan yang mereka anut. Sehingga para Pemohon |
dan 11 berkeinginan memutuskan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, akan tetapi
terkendala oleh keyakinan beragama.

Bahwa dalam melangsungkan perkawinan beda agama, para pemohon sangat
membutuhkan ijin Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai salah satu
syarat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Balikpapan. Untuk pernikahan ini rencananya akan dilaksankan di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, karena para Pemohon | dan Il
merupakan warga penduduk Balikpapan.

Dalam pernikahan tersebut para Pemohon | dan Il sepakat untuk mendaftarkan
pernikahan tersebut tanpa merubah agama masing-masing. Dan juga orang tua Pemohon |
dan Il sudah memberi restu terhadap pernikahn beda agama ini tanpa ada pihak ketiga.
Dan tidak keberatan pernikahan tersebut dilangsungkan.

Karena Pemohon | dan Il merupakan penduduk asli Balikpapan maka sepenuhnya
permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan harapan pihak hakim
Pengadilan Negeri Balikpapan dengan menetapkan yakni:

a. Mangabulkan permohonan para Pemohon | dan Il
b. Memberikan izin para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama,

dan
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c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat

perkawinan para Pemohon | dan Il kedalam Registrasi Pencatatan Perkawinan

yang digunkan untuk.

d. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon.

Menimbang pada saat persidangan Pemohon | dan Il datang dalam persidangan

dan telah dibaca surat permohonan, untuk memperkuat permohonan para pemohon

mengajukan bukti surat juga surat-surat fotocopy yang telah bermaterai yakni di

antaranya:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Fotocopy KTP An. Andri Suryawan P-I

Fotocopy KK An. Andri Suryawan P-2

Fotocopy Kutipan Akta Kelahira NO XXX/XX-XXXXXX/XXxX An.Andri
Suryawan P-3

Fotocopy KTP.An.Y usnia Estiani P-4

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.xxx/xx/xxxx/Kab.Mr. An.
Y usnia Estiani P-5

Fotocopy KTP An.Sariati NTK,XXXXXXXXXXX P-6

Fotocopy Kutipan Akta Kematian An.Soebroto Wibisono P-7

Dan beberapa surat-surat fotocopy lainnya yang telah bermaterai sebagai alat

bukti lainnya sebagai penguat dalam permohonan para Pemohon | dan Il.

Dalam persidangan para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang

masing-masingnya bernama Hardy Citra dan Michael Joso, yang mana masing-masing

kedua orang saksi ini kenal dengan para Pemohon, dan juga para saksi juga mengetahui

bahwa para Pemohon berbeda agama yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama,

dan para saksi mengetahui juga bahwa para orang tua pemohon sudah merestui para

pemohon untuk menikah, bahwa setelah menikah para Pemohon tetap dengan keyakinan



83

masing-masing, dan itu para saksi juga mengetahui putusan para Pemohon dengan tetap
yakin dengan keagamaan masing-masing, yang mana Pemohon | beragama Budha dan
Pemohon Il beragama Islam.

Dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon 11 perihal ijin
ingin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinn tersebut bisa tercatat di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, dengan itu Hakim
mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Il merupakan sepasang kekasih yang akan
melangsungkan perkawinan beda agama, dan memerlukan ijin dengan Penetapan Hakim
Pengadilan Negeri Balikpapan,

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua Pemohon | dan Il juga telah
memberi restu terhadap Pemohon | dan I1. Dan masing-masing keluarga tidak keberatan.

Melihat kondisi yang ada dengan barang bukti surat-surat dan alasan permohonan
dari Pemohon | dan Il. Maka terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Balikpapan
berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Dengan begitu hakim,

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
maupun didalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
tidak ditemukan aturan yang tegas prihal perkawinan beda agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang berbeda
agama hanya diatur dan dijelaskan dalam Pasal 35 Huruf A Undang-Undang No. 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam pasal tersebut
menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah
perkawinan yang dilakukan antar umat beragama.

Maka berdasarkan pertimbingan yang telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri

Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan berdasarkan surat-surat
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dan keterangan saksi yang telah disampaikan oleh Pemohon | dan Il. Sebagai keterangan
saksi dan surat-surat yang dilampirkan, terdapat fakta-fakta, yakni diantaranya:

1. Bahwa Pemohon | An. Andri Suryawan yang lahir di P.Brandan yang bertempat
tinggal di JLMT. Haryono No.xx .Rt.xx Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan
Balikpapan tepatnya selatan Kota Balikpapan dan beragama Budha.

2. Bahwa Pemohon Il An.Yusnia Estianti Lahir di Mojokerto, yan bertempat tinggal
di JL.MT. Haryono di Perum BPP Dua Blok K1 No.x Kelurahan Sepinggan Raya
Kecamatan Balikpapan selatan Kota Balikpapan, beragama Islam.

3. Bahwa para Pemohon | dan Il saling mencintai dan mereka ingin melansugkan
pernikahan dan membentuk keluarga.

4. Bahwa dari ke 2 (dua) orang tua masing-masing Pemohon | dan Il tidak keberatan
dan mereka merestuai para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

Hakim menimbang bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan
hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di tegaskan bila suatu perkawinan sah
dilakukan agama dan kepercayaannya masing-masing dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi
perkawinan diantara 2 (dua) orang yang sama agama dan keyakinannya.

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam keadaan tersebut
merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan
kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak
menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat dalam beragama.

Pertimbangan hakim dalam Pasal 35 Huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan ketentuan yang memberikan jalan
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keluar untuk dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang beda
agama, setelah adanya Penetapan Pengadilan tentang hal tersebut. Sedangkan terhadap
proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undanng Perkawinan
No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut
didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan permohonan para Pemohon
cukup beralasan maka Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan permohon para
Pemohon semua dikabulkan untuk seluruhnya. Dan hakim membebankan biaya kepada
Pemohon. Dengan memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan, dan hakim menetapkan permohonan dari para Pemohon |
dan Pemohon 11, yakni sebagai berikut:

1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

2) Memberi ijin pada Pemohon untuk melangsugkan pernikahan beda agama

3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat
perkawinan para Pemohon | dan Il kedalam Registrasi Pencatatan Perkawinan
yang digunakan untuk.

4) Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan di Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, sudah jelas bahwa pernikahan beda agama masih sering
terjadi dilingkungan masyarakat Kita, seperti halnya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri
dengan Nomor Registrasi 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp yang mana dalam permohonan ijin
nikah beda agama, pihak pengadilan mengabulkan dan memberi ijin pada para Pemohon
untuk melangsungkan perkwinan beda agama dan nikahnyapun tercatat di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan domisili para pemohon, sehingga sudah
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jelas dalam pengimplemtasian Pasal 40 Huruf C maupun Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam mengatakan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang, baik itu Pasal 40 Huruf C
dan Pasal 44, walaupun dikuatkan dengan Putusan Majelis Ulama’ Indonesia dengan
Nomor Putusan Fatwa ;4/MUNASV11/8/2005 yang ditetapkan Tanggal 22 Jumadil Akhir
1426 H atau bertepatan Tanggal 29 Juli 2005 M. dengan memutuskan bahwa *
Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, kemudian perkawinan laki-laki
muslim dengan wanita Ahli-Kitab, menurut gaul mu tamad hukumnya adalah haram dan
tidak sah”.
. Temuan Penelitian
Dalam paparan data yang telah penulis temukan dalam penelitian ini, yang

berkaitan dengan pernikahan beda agama, seperti halnya dalam paparan data yang
pertama, terkait dengan kasus pernikahan beda agama di Indonesia, sesuai dengan
rumusan masalah dalam penelitian ini. Yakni diantaranya :
1. Pernikahan Beda Agama Desa Suwaru

Dalam kasus ijin pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten
Malang, penulis tidak menemukan adanya permohonan ijin nikah beda agama dari warga
masyarakat Desa Suwaru, adapun permohon yang ada yaitu berkaitan dengan
permohonan perceraian antara seorang wanita muslim dengan laki-laki Non-Muslim.
Bertepatan tidak ditemukan adanya ijin Permohonan Nikah Beda Agama di Desa Suwaru,
tapi berbeda halnya yang terjadi dilapangan, dalam hasil data yang penulis temukan di
lapangan bahwa pelaku yang melakukan pernikahan beda agama di Desa Suwaru ada 6
pelaku, sesuai dengan data-data yang telah penulis sampaikan diatas, dan faktor lain
terkait dengan tidak adanya permohonan ijin nikah beda agama di Desa Suwaru, dalam

hasil wawancara penulis diatas menyebutkan bahwa. Masyarakat enggan dipersulitkan
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dengan masalah administrasi, dan juga dari pihak pengadilanpun belum tentu memberi
ijin atas Permohonan yang mereka ajukan.

Dan faktor lain menjadi sebab terjadinya pernikahan beda agama di Desa Suwaru
seperti yang telah penulis sampaikan dalam paparan data diatas, yakni faktor lingkungan
sosial, faktor timbulnya rasa suka dan sayang dengan pasangannya dan faktor yang
terakhir yaitu masalah pendidikan, sehingga dalam memahami hukum kerena
keterbatasan ilmu sehingga dalam pandangan masyarakat nikah dengan pasangan
berlainan agama itu tidak menjadi masalah. Dan juga terkait dengan pandangan hakim
Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap pernikahn beda agama yang terjadi di Desa
Suwaru, dalam hasil wawancara Penulis dengan bapak Gesang Yoga Madyasto, selaku
hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, beliau memberi sikap terhadap penikahan beda
agama yang terjadi di Desa Suwaru, dalam hasil wawanacara yang penulis pahami,
bahwa, apabila terjadinya suatu pernikahan beda agama, sebenarnya dalam hukum islam
itu tidak diperbolehkan, akan tetapi jika dikaitkan dengan ranah hukum di Indonesia ada
yang namanya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi
Kependudukan, berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat berbeda
agama, apabila dilakukan proses nikahnya pertama secara Islam dan yang kedua secara
Kristen itu tidak boleh, yang mana nantinya dikhawatirkan terjadinya perceraian itu sulit
dalam hal pengaduan permohonan, jika pernikahan itu dilakukan secara islam maka pada
saat perceraian diputuskan melalui PA dan pada saat pernikahannya dilakukan secara
agama Kristen, maka perceraiannya melalui PN, sehingga apabila ingin menikah dengan
pasangan yang berbeda agama, salah satunya harus tunduk dengan agama yang diikuti
(pindah agama) maka dengan cara seperti itu, pernikahan tersebut akan sah menurut
negara dan agama.

2. Kasus Penetapan Hakim Tentang Nikah Beda Agama
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Dalam paparan data yang kedua sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis
paparkan dalam bab | diatas, yang mana berkaitan dengan KHI Pasal 40 Huruf C tentang
pernikahan beda agama. Dalam paparan data yang penulis cantumkan diatas, penulis
mengambil 11 Penetapan hakim Pengadilan Negeri di Indonsia, yang penulis ambil dari
wilayah yang berbeda-beda, Penetapan yang penulis sampaikan diatas diambil pada
halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana masih
banyak penetapan hakim yang berkaitan dengan ijin nikah beda agama, walaupun para
Pemohon I maupun Pemohon 11 masih tetap berpegang teguh dengan keyakinan masing-
masing, akan tetapi hakim tetap memberikan ijin sesuai dengan pertimbangan dan
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Undanng-Undang Administrasi
Kependudukan, seperti yang telah penulis sampaikan di atas terkait dengan pertimbangan
hakim dalam memberi ijin untuk melangsungkan nikah beda agama dan perintah catatan
sipil untuk mencatat pernikahan yang telah hakim ijinkan untuk di catat.

Sehingga melihat dalam paparan data dan hasil temuan peneliti diatas
menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dapat diberlakukan. Akan
tetapi terkait dengan Pasal 40 Huruf C dan dikuatkan lagi dengan Pasal 44 KHI apakah
sudah berjalan efektif atau tidak, maka bisa kita lihat dengan menggunakan pendekatan

teori yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu Teori Efektivitas Hukum.



BABV
PEMBAHASAN
A. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Terhadap Pernikahan Beda Agama
di Desa Suwaru

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan
perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekel berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.”!Akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) menyebutkan arti dari perkawinan merupakan suatu perikatan, artinya
Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang masalah perkawinan hanya sebatas
hubungan perdata.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang hanya mengakui perkawinan perdata
sebagai perkawinan yang sah, dan hanya memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan
Undang-Undang Perdata, berkaitan dengan syarat-syarat serta aturan agama dalam
melangsungkan pernikahan tidak diperhatikan.”? Hingga muncul pemahaman dari masyarakat
bahwa perkawinan beda agama itu tidak melanggar hukum. Akan tetapi apa yang telah
mereka lakukan (pernikahan beda agama) telah melanggar hukum positif agama. Yang mana
dalam aturan agama islam bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak boleh untuk
dilangsungkan, hal itu sudah disampaikan dalam KHI Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44.

Fokus pada pengimplemantasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori
Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Perkara perkawinan beda agama sudah sering terjadi
di masyarakat yang bersifat multikultural, tak jarang hakim mengizinkan permohonan nikah
beda agama serta adapula yang tidak mengabulkan permohonan tersebut, karena memang

setiap hakim memiliki pandangan masing-masing terkait dengan permohonan izin nikah beda

" Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal1 TentangPerkawinan.
72 Wati RahmiRia,Hukum Keluarga Islam,(Cet.XI;t.t.: t.p.,2017), 6.
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agama. Belakangan ini kasus pernikahan beda agama juga ada yang terjadi di kalangan
masyarakat, hanya saja tidak sampai pada ranah Pengadilan Negeri, seperti halnya kasus yang
pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, dalam wawancara penulis dengan peneliti
sebelumnya mengatakan bahwa kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru
tidak sampai pada tahap Penetapan hakim untuk mendapatkan izin melangsungkan
pernikahan beda agama, yang mana dalam pandangan masyarakat setempat tidak mau
dipersulitkan dengan masalah administrasi dan juga dari pihak pengadilan belum tentu
mengizinkan untuk melakukan pernikahan beda agama, sehingga pernikahan yang dilakukan
olen para pelaku perkawinan beda agama tidak tercatat di Kantor Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. hakim
memberi tannggapan terkait dengan pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru,
bahwa apabila terjadinya suatu penikahan beda agama tanpa melalui Penetapan hakim dan
tidak tercatat di Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pernikahan
tersebut tidak sah, apalagi dalam pernikahan tersebut para pelaku masih berpegang teguh
dengan keyakinan agamanya masing-masing, dan dalam proses akad dilakukan 2 kali yang
pertama menikah secara islam dan yang kedua menikah secara Kristen, maka pernikahan
tersebut tidak sah, yang mana dalam melangsungkan perkawinan yang sah, salah satunya itu
harus tunduk dengang salah satu agama yang dipilih.

Pada umumnya pembentukan keluarga dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana
Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” memberikan
kebebasan untuk Perkawinan yang sah dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Secara khusus, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan mengakui bahwa perkawinan adalah sah apabila suami istri
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melakukannya menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Juga dalam
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Islam menegaskan bahwa hukum perkawinan beda agama dilarang, namun hal ini
cenderung dipandang kurang efektif di lingkungan masyarakat, misalnya di Desa Suwaru.
Hal ini bisa dibuktikan dengan menganalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum
Soerjono  Soekanto. Dalam Teori keabsahan hukum Soerjono Soekanto, Yyang
mengungkapkan bahwa:

Dinilai efektif atau tidak nya Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 KHI, itu bisa dilihat
dengan mempertimbangkan lima faktor. Yakni; hukum itu sendiri, penegakan hukum,
fasilitas, masyarakat dan budaya. Dalam konteks penyusunan hukum Islam tidak didukung
oleh faktor masyarakat, yang tidak dapat dipungkiri adanya perkawinan beda agama dalam
kehidupan sehari-hari. Faktor budaya di Desa Suwaru juga sama sekali tidak mendukung

intensitas pertemuan antar agama yang sangat mungkin berujung pada pernikahan beda

agama.

B. Impementasi KHI Pasal 40 Huruf C Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif
Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termuat dalam Pasal 40
Huruf C dan juga termuat dalam Pasal 44, dalam kedua pasal menjelaskan bahwa syariat
Islam di Indonesia dilarang melangsungkan perkawinan beda agama baik laki-laki maupun
perempuan dari kalangan islam, hukumnya haram menikahi orang selain yang bergama
islam.

Dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri seperti yang telah penulis cantumkan di
atas dengan Nomor Registrasi 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp dalam Penetapan memberi ijin
terhadap Pemohon yang ingin menikah beda agama dan memerintahkan untuk Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perkawinannya.
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Dalam penetapannya hakim menimbang bahwa Hukum Positif di Indonesia dan yang
berkaitan dengan perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mana hakim mengatakan bahwa perkawinan
sah apabila dilakukan agama dan kepercayaannya masing-masing dalam ketentuan Pasal 2
Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini merupakan ketentuan berlaku bagi perkawinan
diantara 2 (dua) orang yang sama agamanya.

Jika kita pahami Penatapan hakim di atas, atas ijin nikah beda agama yang merujuk
pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni Pasal 2 Ayat 1 itu , perkawinan sah apabila
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga dikuatkan oleh
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 BAB Il tentang Pencatatan Perkawinan yang
termuat dalam Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa; “Pencatatan perkawinan dari mereka
yang melansungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama
islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan pencatatan perkawinan.

Kemudian dikuatkan lagi mengenai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.
1 Tahun 1974 dalam Perutaran Pemeritah No. 9 Tahun 1975 dalam BAB 111 tentang Tata cara
Perkawinan yakni Pasal 10 Ayat 2 menyatakan bahwa “Tata cara Perkawinan dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, harus terlebih dahulu
memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi. Kemudian
dilanjutkan dalam Ayat 3 menyatakan bahwa :”Dengan mengindahkan tata cara perkawinan
menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan
dihadapan Pegawai Pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Saat kedua mempelai ingin melakukan pernikahan beda agama, yang mana satu sama
lain masih tetap berpegang dengan keyakinan nya masing-masing harus bisa menunjukkan 2

orang saksi, walaupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini tidak mengatur
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secara pasti tentang pernikahan beda agama namun keadaan tersebut merupakan keadaan
yang harus dicari jalan keluarnya, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan
masyarakat dan beragama.

Namun Pertimbangan Hakim mengenai ijin nikah beda agama dalam Pasal 35 Huruf
A Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan Undang-Undang dan pasal yang
memberi peluang dan ijin untuk nikah beda agama, setelah kedua Pomohon mendapat
Penetapan dari hakim Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukumnya.

Pencatatan perkawinan di Indonesia dalam Pasal 35 Hurf A Undang-Undang
Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 34 itu
juga berlaku bagi ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan™.

Sehingga terkait atas KHI yang termuat dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44, perihal
larangan nikah beda agama di Indonesia masih bisa dilakukan sebagaimana di tetapkan dalam
Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 35 Huruf A.

Terkait dengan Implementasi Pasal 40 Huruf C di Indonesia dan juga Pasal 44 KHI,
dalam Teorinya Seorjono Soekanto mengemukan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum
dan aturan yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah yang berkedudukan hukum itu bisa
dilihat dari beberapa faktor, yakni faktor hukum aturan Undang-Undang, faktor penegak
hukumnya, faktor dari sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dalam
Implementasi KHI Pasal 40 Huruf C tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan Pasal
44 jika di tinjau dari Teorinya Soerjono Soekanto apakah dalam penerapan Pasal tersebut
telah efektif atau tidak, pertama kita lihat dari, yaitu :

1. Faktor Hukum
Hukum mempunyai peran penting dalam mewujudkan suatu keadilan, sehingga
dalam penerapan aturan itupun harus jelas konsekuensi bagi mereka yang melanggar

hukum. Dalam aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan, bahwa
tujuan dalam perkawinan vyaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Penetapan hakim terkait dengan ijin
nikah beda agama, pertimbangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Perkawinan No.
1 Tahun 1974 dan Pasal yang digunakan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang mana pasal tersebut
menyatakan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing, artinya dalam syariat islam tidak ada yang namanya
pernikahannya sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-
masing. Dalam Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak membicarakan tentang
rukun perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat
perkawinan yang mana itupun sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Artinya
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara gamblang menjelaskan mengenai
larangan nikah dengan berbeda agama.

Sehingga dalam Implementasi KHI yang berkaitan dengan nikah beda agama itu
sulit terealisasi dengan penyebab faktor hukum dan aturan yang sama sekali tidak
menjelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang nikah beda agama, sehingga
untuk menentukan efektif atau tidaknya penerapan Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 itu
harus ada kejelasan hukum dan aturan itu sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan,
sehingga dengan adanya peraturan dan konsekuensi yang jelas maka Pasal 40 Huruf C
bisa terealisasi dengan baik.

Kemudian, apalagi dengan di tetapkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang
Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan
yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama,

sehingga dengan Pasal inipun sudah jelas bahwa dalam Implementasi Pasal 40 Huruf C
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masih belum bisa di realisasi dengan baik, sebelum adanya aturan perundang-undangan
yang mengatur secara jelas bahwa perkawinan beda agama itu tidak bisa dilangsungkan.
2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, faktor ini juga meliputi orang-orang yang membentuk
maupun menerapkan hukum itu. Bagian-bagian itu law enforcement yaitu penegak
hukum yang mana meraka mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan hukum secara proporsional’® terhadap para pemohon, sehingga apabila
terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan, maka dengan penetapan tersebut, para hakim
sebagai penegak hukum mampu bertanggung jawab atas Penetapan terkait diperbolehkan
nikah beda agama, dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis sampaikan
diatas.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap Permohonan izin Nikah beda
agama dengan No Penetapan 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp pada saat menimbang permohonan
dari para Pemohon hakim hanya terpaku dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang
Perkawinan Tahun 1974 Jo Pasal Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 di tegaskan bila perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama kepercayaan
masing-masing, dan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 1974 ini
merupakan ketentuan untuk perkawinan diantara dua orang sama agama dan
keyakinannya.

Sehingga dalam Penetapan tersebut walaupun para pemohon masih tetap dengan
keyakinan ~ masing-masing agamanya, dengan pertimbangan Undang-Undang
Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 dalam Pasal 35 hakim menggunakan
pasal 35 ini sebagai jalan keluar supaya pernikahan beda agama antara Pemohon bisa

dicatatkan, sebagaimana dalam pertimbangan hakim selaku penegak hukum mengatakan

73Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia
(Jakarta: Universitas Indonesia, 1976),56.
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak
mengatur secara lebih lanjut terkait dengan pernikahan beda agama, sehingga dengan
Undang-Undang dan Pasal-Pasal yang telah penulis sampaikan, hingga hakim selaku
penegak hukum mengabul permohonan dari para Pemohon untuk melangsungkan
pernikahan bedaagama dan dicatat di Catatan Sipil.

Padahal dalam Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No0.1400K/Pdt/1986
menyatakan pasangan nikah beda agama dapat meminta Penetapan Pengadilan, putusan
ini menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil boleh melangsungkan pernikahan beda
agama, kalau kita pahami bahwa tugas Kantor Catatan Sipil itu mencatat, bukan
mengesahkan, sehingga salah satu pihak baik itu yang beragama Islam maupun Non-
Islam dapat memilih untuk menundukkan diri dengan agama yang dipilih, dengan seperti
ini pernikahan tersebut sah apabila dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan dicatat di
Kantor Catatan Sipil.

Artinya dalam penerapan Pasal 40 Huruf C KHI dan Pasal 44. Para penegak
hukum mengerti bahwa pernikahan beda agama itu dilarang, akan tetapi tidak
menggunakan Putususan Yurispudensi seperti yang telah disampaikan tadi maka
pernikahan tersebut tidak sah, selama para pemohon tidak tunduk dengan agama salah
satunya yang dipilih. Sehingga jika dianalisa menggunakan Teori Efektivitas Hukum
maka penegak hukum juga menjadi penyebab ketidak efektifannya Pasal 40 Huruf C dan
Pasal 44 KHI. Disamping itu faktor lain yang membuat penegak hukum tidak mampu
memberikan keadilan dan kepastian hukum yang profesional. Karena penegak hukum
juga mempunyai kewenangan yang terbatas, sehingga dalam penerapan Pasal 40 Huruf C
dan Pasal 44 KHI, tidak bisa sempurna untuk direalisasikan, karena dalam Undang-
Undang 1945 Pasal 28E Ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang atas kebebasan

meyakini  kepercayaan, meyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
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nuraninya”.”*Artinya keputusan apapun yang diambil oleh para Pemohon itu semua hak
asasi mereka. Sehinga keefektivitasan Pasal 40 Huruf C juga bisa terhambat oleh penegak
hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas mempunyai peran penting dalam lingkungan penegak
hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan, jika fasilitas pendukung tidak memadai
maka mustahil hukum itu akan tercapai dengan pasti, sehingga fasilitas juga sangat
penting dalam penerapan hukum, seperti harus diadakan ruang penyuluhan khusus
terhadap masyarakat sehingga dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, maka bisa
digunakan untuk menyampaikan bahwa pernikahan beda agama itu tidak boleh dilakukan,
mengingat larangan tersebut sudah diputuskan oleh Majelis Ulama’ Indonesia. Dan faktor
yang ketiga ini bukan sekedar hanya fasilitas saja yang memadai, akan tetapi kesiapan
dari penegak hukum juga penting dalam penerapan hukum dan aturan itu sendiri, dengan
cara kesiapan dari pemahaman hukum dan aturan itu sendiri dari penegak hukum
sehingga faktor yang ketiga ini penegak hukum juga harus mempunyai wawasan
pemahaman luas terhadap aturan dan hukum yang ada, sehingga dalam faktor fasilitas
pendidikan juga harus diutamakan bagi penegak hukum.

Sehingga dengan adanya fasilitas yang memadai maka memungkinkan masyarakat
akan paham betul terhadap tindakan yang mereka lakukan itu melawan hukum. Dengan
cara menyampaikan melalui penyuluhan rutinan yang mungkin bisa dijadikan agenda 1
bulan sekali, dengan fasilitas tempat yang sudah disediakan.

4. Faktor Masyarakat
Dalam penerapan hukum maupun aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Perkawinan maupun peraturan dalam KHI, walaupun hukum dan aturannya itu

74 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 2.
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bagus untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi faktor dari masyarakat enggan
mengindahi aturan tersebut, maka dalam penerapannya akan terhambat karena kurangnya
kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Penegak hukum itu asalnya dari warga masyarakat dan tujuannya pun untuk
masyarakat, sehingga harapannya nanti bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan
untuk masyarakat.”® Sehingga dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan maupun
KHI Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44, itu bisa tercapai dengan harapan yang di inginkan,
karena kesadaran atas masyarakat sendiri. Akan tetapi walaupun aturan yang di tetapkan
dalam Undnag-Undang maupun KHI itu bagus, akan tetapi kesadaran dari masyarakat
tidak ada, maka penerapan Pasal 40 Huruf C tidak akan berjalan efektif, karena faktor dan
ulah masyarakat itu sendiri.Terkadang mereka paham terkait akan hukum dan aturan
nikah beda agama, hanya seja mereka enggan untuk mengindahi larangan tersebut,
dengan dalih saling mencintai satu sama lain.

5. Faktor Kebudayaan

Indonesia merupakan negara yang beragam macam budaya ras dan agama, yang
mana di Indonesia ini ada banyak agama yang di akui sah, sehingga faktor budaya dan
kultur masyarakat yang berbeda, sehingga bisa berpengaruh dalam penerapan aturan
maupun hukum itu sendiri.

Seperti halnya yang penulis kutip dari Halaman Indonesia.Go.ld. Portal Informasi
Indonesia, adapun jumlah agama yang di akui sah di Indonesia berjumlah 6 Agama yang
di akui, dengan jumlah pemeluk terbanyak yaitu agama Islam, dan di ikuti oleh agama-
agama lainnya.”® Sehingga dengan berbagai macam keyakinan agama yang ada di
Indonesia, maka dalam penerapan Peraturan perundang-undangan juga akan berpengaruh

dengan tradisi adat budaya daerah masing-masing tempat. Seperti halnya dalam

75Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), 87
76«Agama”, https://indonesia.go.id/profil/agama/, diaksestanggal 11 Juni 2023.
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pengaturan perkawinan, dengan berbagai macam keyakinan sehingga akan juga
berdampak pada penerapan hukum dan aturan dalam lingkungan masyarakat.

Dari analisa diatas dapat kita ambil pemahaman bahwa secara tegas dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yaitu Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang No. 23 tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974
pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaanya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing
agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi
golongan agama dan kepercayaanya itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan
oleh undang-undang tersebut. Sedangkan Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang pria muslim dilarang menikah dengan wanita
yang tidak beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya dalam Pasal 35 Huruf A
Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya tidak menyebutkan sah
tidaknya perkawinan beda agama, pasal ini hanya mengatur bahwa perkawinan beda
agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat dicatatkan di lembaga
pencatatan sipil. Pada pasal ini membuka peluang untuk menetapkan memperboleh
perkawinan berbeda agama. Sehingga mengesampingkan hukum masing-masing agama.
Ketika kita sandingkan dengan Teori Efektivias Hukum Soerjono Soekanto terkait dengan
larangan nikah beda agama dalam KHI, yang dalam mana peraturan perundang-undangan
tidak menjelaskan secara terperinci perihal larangan nikah beda agama, sehingga dalam
penerapan Pasal 40 Huruf C juga akan sulit untuk terealisasi dengan baik. Maka bisa
dikatakan bahwa pengimplementasian Pasal 40 Huruf C belum sepenuhnya berjalan
efektif, dengan bukti banyaknya permohonan maupun penyeludupan hukum agar bisa

untuk melangsungkan perkawinan bedaagama.



BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Sebagaiman uraian yang telah penulis sampaikan di atas terkait dengan pernikahan
beda agama, sebenarnya dalam pandangan para ulama’ menyikapi boleh atau tidaknya untuk
melakukan nikah beda agama itu berbagai macam pandangan, ada yang memperbolehkan
nikah beda agama, dan juga ada yang melarang, dengan catatan halal baginya seorang laki-
laki muslim untuk menikahi mereka wanita Ahli-Kitab, yaitu orang-orang yang memiliki
pedoman hidup berupa kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi-nabi terdahulu,
sebelum nabi Muhammad. Hanya saja di Indonesia pernikahan beda agama itu telah
dihukumi haram oleh Majelis Ulama’ Indonesia, dan itu juga telah dicantumkan dalam KHI,
sebagai hukum positif, yang termaktub dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 KHI.

Adapun kesimpulan dari apa yang telah penulis sampaikan di atas terkait dengan
Implementasi Pasal 40 Huruf C dengan menggunakan Teori Efektifitas Hukum Soerjono
Soekanto yakni di antaranya ;

1. Pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru dalam Pandangan Hakim
Pengadilan Negeri Kepanjen, apabila pernikahan itu tidak melalui Penetapan
hakim dan tidak tercatat di Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,
maka pernikahan tersebut tidak sah menurut aturan perundang-undangan di
Indonesia, dan di Pengadilan Negeri Kepanjen tidak mengenal yang namanya
pernikahan dilakukan dengan tata cara agama masing-masing, sesuai dengan
putusan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, pernikahan akan sah apabila
salah satunya tunduk dengan agama yang dipilih.

2. Sebagai hukum positif yaitu KHI, yang mana dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal

44 menyatakan dilarang menikah beda agama, akan tetapi dalam penerapan kedua
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Pasal tersebut sebagai aturan larangan nikah beda agama tidak terealisasi dengan
baik, sebagai mana dilihat dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas
Hukum Seorjono Soekanto, aturan akan efektif apabila lima faktor ini bisa
berjalan dengan baik, yakni, faktor hukum, penegak hukum, pasilitas, masyarakat
dan budaya. Dan bentuk tidak terealisasi dengan baik pasal tersebut dibuktikan
dengan adanya terjadi pelaku nikah beda agama, baik itu melalui Penetapan hakim
maupun tidak, maka sesuai dengan data analisa penulis diatas dapat dipahami
bahwa penerapan Pasal 40 Huruf C belum berjalan efektif. Dan faktor lain dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
yang mana didalamnya juga tidak menjelaskan tentang pernikahan beda agama,
sehingga Pasal 2 Ayat 1 Tahun 1974 di jadikan bahan dasar untuk
memperbolehkan nikah beda agama, di tambah lagi dengan Pasal 35 Undang-
Undang Administrasi Kependudukan memberi peluang juga untuk para pelaku
nikah beda agama untuk mendapatkan penetapana hukum, sehingga berpengaruh

juga terhadap terealisasinya Pasal 40 Huruf C jo Pasal 44 KHI.

Terkait dengan hasil kesimpulan dalam penelitian penulis di atas, diharapkan dalam

penerapan

pasal-pasal untuk melegalkan nikah beda agama, terlebih dahulu dari pihak

penegak hukum juga mengkaji dasar-dasar hukum perkawinan dan syarat sahnya perkawinan,

maupun wanita dan laki-laki seperti apa saja yang dilarang untuk dinikahi, sehingga dengan

tidak mengesampingkan hukum agama, dalam pengimplementasian Pasal 40 Huruf C dan

Pasal 44 akan berjalan efektif. Dengan catatan para penegak hukum juga memperhatikan

hukum agama.

Untuk peneliti selanjutnya demi untuk mengembangkan dunia pendidikan dan

Khususnya dunia hukum, harus lebih teliti lagi dalam mengkaji setiap Pasal-Pasal yang
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digunakan oleh penegak hukum untuk melegalkan perkawinan beda agama, dan juga dari
penulis sendiri menyampaikan pada peneliti selanjutnya telah saya izinkan untuk
mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan, demi kemajuan dunia pendidikan dan

hukum islam.
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19 Fosocopy Swra 1zn Orang Tua atas nama Sarial oang s kandung
Yusna Essand, bubkd sue P-19 |

Manimbang, bahwa Pemohon uga mengajukan 2 (dua) orang saksi

9 ) ghan dbawah Sumpah, yan

Makrmas 3 det 7 Pesstgaer Noror 22008 PR021ON Dop
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Lampiran.1.8 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(el LS e e gl Jope
1. Hardy Citra
- Baalvwan sakel komal dengan Pam Pomohon ;
Bahvea Para Pemohon adalah sepasang kel bada agama dan akan
e ang su nghan perianein an pada bulan Desember |
Balvwa Para Pemobon mengajukan permohonan aniuk menikah secam
D3l Qe |
Balvea masing-masing omng o Para Pemohon Sudah memmsiui pam
Paaminina ik rreaniai
Bahvwa sexclah menikah pam Pemohon e pada ryakinan masing-
masing yalu Pemohon | secam agams Busdha dan Pemobon secam
agama lsam ;
2. Michasd Juoso
Bahvaa sakci kimal dengan Pam Pemohon |
Bahwa Fara Pomohon adalah Sopacandg ke in boda agama dan akan
e S S gk perionin an pada bulan Do sember |
Bahlvwa Para Pemohon mengajukan permohonan aniuk manikah secam
Dol SnJaiiTik |
Bahlwa masing-masing omang oa Para Pemohon sudah menesiui pam
Pamohon wimiuk menia ;
Balvea setelah menikah pam Pemohon emp pada oryakingn masing-
masing yall Pamohon | secam agams Busdha dan Pemobon secam
agamia =am ;

Wenimbang, Eabves umek mengingkar Penetapan in, maka segala
SESUMNE yanp mercatal dalam Barita Acora Porsiiangan  merupakan Saii
kesahan dan danggap selah dipertimban gan dalam peneapgan i ;

Wenimbang, balvwa Pemohon selanjuins toak menpe) oo Sesuan
apapun gl dan Seanjuinyga monon Penehanam ;

TENTANG FERTIMEANCAN HLUBLMN A

ki nimban g, balvaa adapun maksud dan ILijpn permohonam Pamahon
adilah sehagaaTand ersahut dalas

Wanimbang, bahwa Pemobon | dengan Pemohon I sepasang kekasih
dan akan melangsungkan perkowinan bBeda agama dan memseiokan iin
parkavinan Dol agama  barupa  penctapan  San  Pengadian  Moeger
Bakkapar:

Menimbang, bafeva masing-masing oang ua i Pemohom | dan
Pamohon B miah meiesid mpadin Pemohon | dan Pemohon B wimok
malangsunghan peiasinan bada agama dan masing-masing keksuga Sdak
a0, yang kebomaiam

Fanmes 4 dan T Pesswpas fomor 12 Fd P00 Oep
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Lampiran.1.9 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Direktori Putusan Mahkarmah Agung Republik Indonesia
e LS b e g S

Wanimbang, hales Sebelum memparEmbangian apakah pemmohonen
dan Para pemohon dagal diabalam Mo Sdak akoan dipertimbangian ledehih
dahuki apalah Pengadiin Megen Balkpapan Bonsesang unoek memernksa
dan mengadli permobonan ind

Mgnimbang, balwa dalam Undang-undang Momor 1 Tahum 1974
WA PErRaRMnG MaLpun Galim Paiuran [elksanad mys yaiiu P mn
Paimearimal Momes 9 ahiin 15975 ek STIUKan Al RN Y NgeEs mengaie
RS THEpE T PR M el Bl agaima

Mgnimbang, babsa perfasisan yang evjadi danmn T (dea) g
yang berkainan sius agamanya hanys diaur dalam penjelasan Pasal 35 hunl
& Lindang-undang Momor 23 Tahun 006 e @ng AOmsksins kepond idukan,
dimana dalam penjelasan Pasal 35 hoo! o diepackam hahvwa yang dimascud
dengan perkosanan yang dieapian pengadian aohlah perkasican s
ko anar UMl yang borbeta apaima o

kgnimbang, batwa berdacarkam pertimbangan wrsebor diatas, maka
Fenpaidian Moged Ballpapan borsenany unisk memorniisa dan mengal
prarmahoman i ;

Wnimbang, bafeva berdasarkom bkl Suna don beemngan Saksl-
saks werdaga fakm ok sehaga beriku
- Balra Pemohon | Andel Sury n lahir di P Baradan, bemempal dnggal o

L MT. Harpora Mo, 23 AT A3 Eelahan Damal Bahagia Hecamatan
Balkpapan Selatan Mot Balkpapan, bagama Busdha ;

- Bahvex Pemohon | Yusnia Estand lahie o Mopokern, bemempa nggal o XL
MT. Haryono Perum BFF Dua Blok K1 Mo, 7 Keloraham Sepinggan maya
Katamatan Balkpapan Selaian Kons Bulibpapan, apama slam ;

- Balsa Pomohon | dan Pemohom || aling mencimad dan  ingin
ezl S nifghan e rakaham dan memberaik keluanga yang babagia ;

- Balrea masing-masing orang wa Pemohon | dan Pemchon B cdak
kebaramna dan wedah menesiui Pam Pemobon wonuk mekngsungakn
pedrikiahan |

kA nimiban g, Bafre dakum Rk m posil yang berak & ndona sia fal
hal yang berkomn dengan perkawingn dar dalam Undang-undang Momon 1
Tahum 1974 dan Peraluan Pemeriniah Momor $ Tahum 1975, dimana dalam
Pasal T ayal (1) Undang-undang Momor L Tahum 1974 Jo Pasal A0 ayat (Z)
Paraneam pameriniah Momor $ Tahun 1975 diega s il Sush poerkasyingn
sah dilakukan agame dan kRpercaFRanTye Makng-masing dan ke
dalam pasal 2 ayar (1) Undangundang Momor 1 otabun 3974 mrsebin
MeUpakan keeniam yang beilakl bagi peikosdnan dianiam 2 fdua) orang
Fang Suma i ama da keyakinaniya |

S T Féror ™ O=p

e
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Lampiran.1.10 Penetapan Hakim Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
LS et ik i A o S

Manimbang, bahwa perkavsnan beda agama ddak dany secars mjas
dhidalam Undang-undang Momor L iabin 1974 senlang perkasenan. sk
dalam keadaan Rrseban Sfilah METUpakon SUaLs REMyaiaan yang berjas
dalam masyaiaicn dan sadah merusakan kebaochan sosial vang  harus
dicarian jalan keluamya menunn hulkum agar tdak menmbulaon dampak
el cladam kerhidiipan bermasyarakar dan horagama ;

hanimbang, balvea kesemuan dalam Pasal 35 harul & Unid ang-undang
Momor 23 Taban Z005 eniang Adminisras kependudukan  merugakan
IR ELL G R ITRHTI RN Rl bahar unouk GHCILATKANITY. RrlRAnan g
werad anlaa I o(dua) orang beda agama selciah  adargs  penstapan
penpadilan enang hal lersebu, sedangkan erhadap proses enadima sualuy
periasinan sebagaiman dalam Undang-undang Momor 1 Tahen 1974 dan
Poranran Poamerinch Momor O Tahin 1975 tidak diany kb aeja dacalam
Uinefang-undang Fomor 23 Tahun 2008 wnmng Adminsins | Kependudukan

Monimbang, batvwa berdasarkan seluruh permbangan nersebol diatas
dan permohonan Para pemohon cubup boralacan maka Hakbm permaohoman
Para Pemohon dikebilion wmok selun b

Monimbang, barwea oleh kafena permobanam sl ans ohendak Para
PoATichid ke meHTibae bk by per e iOnad ini Secarm LAl ng retang
kpada Par Pemohon

Womperhaikan pasalpasal dalam FEQ dan peralumEn perunang-
e dasnggan g bersang i an

MENETAPKAMN

- Wengabulkan Permohonan Para Pemaohom |

- WSamiber §im kepatda Para Pemohon uniiik melangsunghon parikasinan e
agama ;

- Wemerimahkan kepada Dinas Eepindudukan dan Camtan Sipd Ko@
Bakbpaan uniik melakuilon penCalatan teang perkavna Pars Pemohon
teseba diakes edalam Regser Poncalaan Porlorsdnam yang digunakan
uniLik o ;

- Mambehankam baya pefinmn kpada Pemohon sejamish Rp 300000 00, -
[marranis sepuiih ribu ropdab)

Demikaniah penciapan inl diropkan pada hani Sefacs  anggal
21 Sepramber 2021 oleh kami L SarlS.H MM Hakim pada Pengadilan
Hegen Balkpagan dan pada han i ge penatapan ini diicaplan dalam
eTEANGEN yang I ik Wik smam oieh Hakim tersebut dengan diban

Famnmes § dan T Pessapa s fomor 22000 FEC31LN Oep
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Lampiran.1.11 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
i e M gy g0 b

sigh Muh. Amic SH MH Paniem Perggand Pengadian Megei Balkpapan
dengan dibadin cleh Para Pemohon.

Farnimem Penggand Halkim
Muh. A, 4. MM, Lila Sari, S.H. MUH.
Eildya-biayva -
- Pandafiamn Fp  30.000,00
. HATK Fp S0.000,00
- Panggilan Ap
- PHEP Fp  10.000,00
- ks Fp 10000, 00
- Malgmi 0 Bp 10GD00N
Jummdah R 180000000
[SErans sapaekih i )

Flahmes 7 dan T Pessspss Fomor 22 000d FE0ELE Oep
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